STRATEGI PENINGKATAN POTENSI EKONOMI KREATIF MELALUI PENATAAN WILAYAH STRATEGIS DI KOTA PALOPO by -, Andi Sutrisman
1 
 
STRATEGI PENINGKATAN POTENSI EKONOMI KREATIF 
MELALUI PENATAAN WILAYAH STRATEGIS DI KOTA 
PALOPO 
SKRIPSI 
 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
 
 
 
Oleh 
Andi Sutrisman 
E12113022 
 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 
 
  
 
2 
 
STRATEGI PENINGKATAN POTENSI EKONOMI KREATIF 
MELALUI PENATAAN WILAYAH STRATEGIS DI KOTA 
PALOPO 
 
SKRIPSI 
 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
 
 
 
Oleh 
Andi Sutrisman 
E12113022 
 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata‟ala, dzat yang Maha Agung, 
Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-
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di Kota Palopo” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas 
Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada 
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Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang 
telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu 
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dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ibunda Tenri Abeng dan 
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Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan 
hormat penulis haturkan kepada : 
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membimbing dan mengarahkan penulis, yang telah rela 
mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi 
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I N T I S A R I 
 
 
Andi Sutrisman, Nomor pokok E121 13 022, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Departemen  Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun 
skripsi dengan judul: “Strategi Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif  
Melalui Penataan Wilayah Strategis di Kota Palopo”. Di bawah 
bimbingan Dr. H. A.Samsu Alam, M,Si dan A. Murfhi, Sos, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
pemerintah dalam peningkatan potensi ekonomi, manfaat yang 
dirasakan masyarakat dari program strategi peningkatan potensi 
ekonomi melalui penataan wilayah strategis di kota palopo, serta faktor 
– faktor yang mempengaruhi.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo Sulawesi Selatan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan 
penjabaran secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota 
Palopo dalam mendorong kreativitas dan pemberdayaan pemuda telah 
dilakukan seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 15 
program serta menyediakan tempat bagi anak muda untuk berkreasi 
bernama Pasar Seni Kreatif (PSK) berlokasi di jln Ahmad yani, Forum 
Positif dan pengusaha muda mandiri melakukan proses penciptaan 
kreasi, proses penyajian dan proses pemasaran. Faktor pendukung 
mencakup letak yang cukup strategis, sumber daya manusia, dan 
Perizinan Usaha.  Faktor penghambat mencakup Bekerja sama dengan 
pihak swasta, promosi dan pemasaran. 
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ABSTRACT 
 
 
Andi Sutrisman, Subject Number E121 13 022, Government Studies 
Program, Department of Politik Science and Government Science, 
Faculty of Social and Political Sciences Hasanuddin University, drafted 
thesis entitled : “Creative Economic Improvement Strategy Through 
Strategic Area Regioning In Palopo City”. Under the guidiance of Dr. H. 
A. Samsu Alam, M.Si and A. Murfhi, Sos, M. Si. 
 
 This stdudy aims to determine the efforts made by the  government 
increasing the economic potential through strategic area arrangement in 
the city of Palopo, as well as the factors that influence. 
 
 This research was conducted in Palopo city of South Sulawesi. The 
method used in this research is qualitative with descriptive . Document 
collection techniques used are observation, interview, and literature 
study. 
 
 The results show that the policy of Palopo City government in 
encouraging creativity and youth empowernment has been done such 
as Tourism and Creative Economic Department has 15 programs as 
well as providing  a place for young people to be creative named Market 
Art Creation ( MAC ) located on Ahmad Yani street, positeve forum and 
young entrepreneurs in the creatiaon process of creation, presentation 
and marketing process. Supporting factors include working with private 
parties, promotion and marketing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pemerintah telah meluncurkan rencana untuk pengembangan 
Ekonomi Kreatif 2009-2025. Namun untuk mempercepat 
pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, pemerintah telah 
membentuk kementrian yang membidangi ekonomi kreatif. Pada 
tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan peraturan Presiden nomor 
92 tahun 2011, pemerintah secara resmi membentuk Kementrian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diperkuat dengan dua Direktur 
Jendral yang secara langsung bertanggung jawab terhadap 
pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia yaitu : Direktur jendral 
Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dan Direktorat Jenderal 
Ekonomi Kreasis Berbasis Media, Desain dan IPTEK ( Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi). 
Pentingnya kreatifitas dan daya inovasi dalam pembangunan 
merupakan tonggak pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 
Ekonomi kreatif,meskipun relative masih baru, telah menunjukkan 
kontribusi yang signifikan dalam perekonomian daerah.Peranan 
ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah dapat dilihat dari 
beberapa aspek. Pertama ekonomi kreatif berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena kreatifitas dan ide 
20 
 
merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Kedua,ekonomi 
kreatif berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain 
melalui penyediaan input bagi sector lain ataupun menggunakan 
input sector lain dalam kegiatan produksinya. Ketiga, ekomomi 
kreatif mampu menghasilakan produk bernilai tambah tinggi, yang 
tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga memiliki makna sehingga 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Tidak hanya memberikan 
kontribusi ekonomi,ekonomi kreatif juga berkontibusi pada 
penguatan citra dan identitas bangsa,penguatan toleransi 
sosial,pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di 
masyarakat, peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal dan ramah 
lingkungan, peningkatan peran dalam pembangunan serta 
mendorong berkembangnya krratifitas secara umum. 
Menyadari pentingnya ekonomi kreatif dalam pembangunan 
daerah dan telah dibentuknya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
maka pengembangan ekonomi kreatif harus menjadi kekuatan baru 
kota Palopo. Pengembangan ekomomi kreatif dalam dalam lima 
tahun ke depan akan difokuskan pada pemantapan pengembangan 
ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing 
kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber 
daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi  yang 
harus meningkat. Hal ini mengacu pada tahapan dan prioritas 
RPJMD yang difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara 
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menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian 
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta 
kemampuan ilmu dan teknologi yang harus meningkat. 
Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis 
ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) 
dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan 
teknologi. Makna kreatifitas yang terkandung dalam pendefinisiaan 
ekonomi kreatif dapat dilihat sebagai kapasitas atau daya upaya 
dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, 
menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu 
yang berbeda dari kebiasaan.Inovasi dan penemuaan adalah bagian 
yang tidak dapat dipisahakan dari kreatifitas.Kreatifitas merupakan 
factor pendorong munculnya inovasi atau penciptaan karya kreatif 
dengan memanfaatkan penemuaan yang sudah ada. Ekonomi kreatif 
dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
karena ide dan kreatifitas adalah sumber daya yang senantiasa 
dapat diperbaharui. 
Ekonomi kreatif penting untuk dikembangkan sebagai sector 
strategis dalam pembangunan kota palopo karena ekonomi kreatif 
berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat, 
penciptaan lapangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja, peningkatan produk dan karya kreatif, selain itu 
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ekonomi kreatif dapat mengangkat citra dan identitas kota palopo 
melalui karya dan produk, serta orang kreatif yang mendapatkan 
pengakuan pengakuan di dunia Interanasional. Hal ini tentunya 
dapat memperkuat jati diri, karakter kota palopo dengan 
mengembangkan ekonomi kreatif juga dapat melestarikan sumber 
daya alam dan sumber daya budaya kota palopo, karena ekonomi 
kreatif merupakan sektor yang dapat menciptakan produk dan karya 
dengan nilai tambah yang tinggi dengan sumber daya yang 
terbatas.Melalui ekonomi kreatif kita mampu mengemas sumber 
daya budaya menjadi tradisi yang hidup di dalam masyarakat dan 
sumber daya alam secara berkelanjutan. Ekonomi Kreatif pun 
memeiliki dampak posistif terhadap aspek sosial, yaitu dapat 
meningkatkan toleransi sosial dan rasa cinta dan bangga sebagai 
kota palopo.  
Peran ekonomi kreatif dalam pembangunan kedepan adalah 
sebagai sektor penggerak dan pencipta daya saing sektor lainnya, 
melalui pengarus utamaan ekenomi kreatif ditujukan agar seluruh 
sektor ekonomi dapat memanfaatkan ekonomi kreatif dalam 
menciptakan nilai tambah, melalui inovasi yang dihasilkan oleh 
industri kreatif. 
Selain itu ekonomi kreatif juga merupakan penggerak 
pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan lima belas 
(15) keleompk industri kreatif yang menjadi focus pembangunan 
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ekonomi kreatif yaitu (1) arsitektur, (2) desain, (3) film, video, dan 
fotografi, (4) kuliner, (5) kerajinan, (6) mode, (7) musik, (8) 
penerbitan, (9) permaianan interaktif, (10) periklanan, (11) penelitian 
dan pengembangan, (12) seni rupa, (13) seni pertunjukan, (14) 
teknologi informasi, (15) televise dan radio. 
Mengacu pada rencana induk pengembangan ekonomi kreatif, 
ekonomi kreatif akan dikembangkan menjadi kekuatan baru bagi 
perekonomian daerah. Untuk dapat mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi, diperlukan transpormasi ekonomi dari 
perekonomian yang mengandalakan pada eksploitasi sumber daya 
alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingakat 
pendidikan rendah, dan kualitas iptek yang relatif rendah, menjadi 
perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan 
sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengelolaan dan jasa 
yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 
mempunyai daya saing, serta didukung oleh sumber daya manusia 
yang berkualitas mempunyai daya saing, serta didukung kualitas 
iptek yang terus meningkat. Ketersediaan sumber daya manusia usia 
produktif dalam jumlah yang besar di satu sisi dan jumlah konsumen 
yang besar, Khususnya kelompok pendapatan menengah menjadi 
kekuatan pengembangan ekonom kreatif. 
Pengembangan ekonomi kreatif diharapakan dapat 
berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan pembangunan 
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daerah jangka menengah 2017 – 2021 yaitu merealisasikan potensi 
ekonomi daerah menjadi pertumbuhan ekonoi yang tinggi, yang 
menghasilkan lapangan kerja yang layak dan mengurangi 
kemiskinan yang didukung oleh struktur ekonomi  dan ketahanan 
ekonomi yang kuat sehingga hasil pembangunan dapat dapat 
dinikmati oleh segenap warga dan masyarakat palopo yang memiliki 
tata kelola pemerintah dan perusahaan yang benar dan baik, serta 
menjadikan palopo kota indah damai dan nyaman.     
1.2. Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi 
pokok bahasan dalam proposal penelitian ini adalah strategi 
peningkatan potensi ekonomi kreatif melalui penataan wilayah 
strategis di kota palopo. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, 
maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
peningkatan potensi ekonomi kreatif melelui penetaan wilayah 
strategis di kota palopo? 
2. Manfaat apakah yang dirasakan masyarakat dari program 
strategi peningkatan potensi ekonomi kreatif melaui penataan 
wliayah strategis di kota palopo?  
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan 
ekonomi kreatif melalui penataan wilayah strategis di Kota 
Palopo? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
peningkatan potensi ekonomi kreatif melalui penataan wilayah 
strategis di kota palopo .  
2. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan masyarakat dari 
dari program strategi peningkatan potensi ekonomi kreatif 
melalui penataan wilayah strategis di kota palopo .  
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi 
peningkatan potensi ekonomi kreatif melalui penataan wilayah 
strategis di kota palopo.   
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam kajian penataan kawasan 
ekonomi kreatif 
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga 
pemerintahan khususnya dalam melaksanakan strategi 
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peningkatan potensi ekonomi kreatif melalui penataan wilayah 
strategis.   
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan 
memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan 
dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang 
mengkaji strategi peningkatan potensi ekonomi kreatif melalui 
penataan wilayah strategis . 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah 
pada kedalaman pengkajian penelitian.Hal ini juga sekaligus sebagai 
pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik 
realitas yang ada.Dalam proposal ini penulis menggunakan konsep teori 
strategi, pemerintah, ekonomi kreatif, kawasan strategis. 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Tinjauan tentang Strategi 
Strategi Menurut Einsiedel dalam Soesilo (2002): 
“Strategi berasal dari kata Latin strategia yang artinya 
kantor dari jenderal, selain itu strategi bisa juga diartikan 
sebagai seni memperalat atau memperkerjakan tindakan-
tindakan yang berasal dari kata Perancis strategos, arti lain 
dari kata strategi adalah strategems atau menuju ke arah 
sebuah tujuan.”1 
 
Kotler dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa: 
“Strategi adalah sekumpulan cara-cara untuk mencapai 
tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis yang 
akan menentukan arah sebuah aksi.”2 
 
 
Salusu dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa: 
“strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan 
sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya 
melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan 
dalam kondisi yang paling menguntungkan.”3 
                                                 
1
 Einsiedel,dalam tesis,Asri Dwi Asmarani:’’Strategi Kebijakan Pambangunan Daerah Kabupaten 
Klaten:Pendekatan Analisis Swot dan AHP’’,(Universitas Indonesia Jakarta,2010),Hlm. 13 
2
 Ibid.13 
3
 Ibid.Hlm ,13 
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 Strategi Pembangunan  
Stiglitz (1998) menyatakan bahwa Strategi pembangunan 
lebih ambisius daripada dokumen perencanaan, karena strategi 
pembangunan menyiapkan strategi bukan hanya untuk akumulasi 
modal dan penempatan sumber daya, tapi juga strategi untuk 
transformasi masyarakat. Strategi pembangunan memiliki peran 
penting sebagai pemercepat terjadinya transformasi masyarakat 
yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasikan area keuntungan 
komparatif negara. Mengidentifikasikan area ini dan 
mempublikasikannya sebagai barang publik adalah tanggung 
jawab pemerintah.4  
Strategi pembangunan perlu memajukan wacana (vision) 
tentang transformasi, akan seperti apa masyarakat kita 20 tahun 
mendatang. Wacana ini tentu mengandung tujuan-tujuan 
kuantitatif, seperti mengurangi kemiskinan (sebanyak setengah) 
dan memperhatikan pendidikan, namun hal tersebut merupakan 
elemen-elemen atau target dalam proses transformasi, bukan 
wacana dari transformasi itu sendiri. Strategi pembangunan 
kadang dilihat sebagai blueprint, sebuah peta yang 
menggambarkan kemana masyarakat akan menuju.  
Dalam membuat strategi kebijakan perlu diperhatikan 
beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, 
                                                 
4
 Ibid.Hlm,13 
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dan consensus builders. Semua masyarakat memiliki 
keterbatasan sumber daya; apalagi bagi masyarakat pada negara 
miskin. Diatas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat 
adalah keterbatasan kemampuan (capacity) pemerintah, oleh 
karena itu, strategi pembangunan perlu menetapkan prioritas. 
Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan: hal 
apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain.  
Dalam rangka keberhasilan pembangunan tidak hanya 
diperlukan koordinasi antara agen-agen didalam dan diantara 
level-level pemerintahan, tapi juga harus ada koordinasi antara 
sektor swasta dengan sektor publik.  
Proses konstruksi strategi pembangunan memainkan 
peranan yang penting, untuk membantu membentuk konsensus 
tidak hanya tentang wacana luas tentang masa depan Negara dan 
tujuan jangka pendek dan menengah, tapi juga merupakan bagian 
yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
Pembangunan konsensus (consensus building) tidak hanya 
penting sebagai bagian untuk mencapai stabilitas sosial dan 
politik, tapi juga menggiring kepada “ownership” kebijakan dan 
institusi yang dapat meningkatkan kesuksesan.  
Sebuah strategi harus memasukkan komponen-komponen 
yang bertujuan untuk mengembangkan sektor swasta, sektor 
publik, masyarakat, keluarga dan individu.  
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a. Pengembangan sektor swasta. Tujuan utamanya adalah 
pembentukan sektor swasta yang kuat, kompetitif, stabil dan 
efisien. Diantara elemen-elemen strategi yang meningkatkan 
tujuan tersebut adalah:  
 Infrastruktur hukum, memberikan hukum kompetisi, 
kebangkrutan dan hukum komersial lainnya;  
  Framework pengaturan yang mendorong swasta agar 
menyediakan infrastruktur, yang akan memaksimalkan 
kompetisi yang layak, dan yang menjamin bahwa 
kompetisi bisa dilaksanakan, dan bukan merupakan 
siksaan bagi market power;  
 Penyediaan pemerintah akan infrastruktur, dimana 
infrastruktur sektor tidak terjadi;  
 Framework makroekonomi yang stabil;   
 Sistem keuangan yang stabil dan efisien, memerlukan 
framework pengaturan yang tidak hanya memastikan 
keamanan tapi juga meningkatkan kompetisi, melindungi 
depositor, menciptakan kepercayaan diri dan 
mengidentifikasikan kelompok-kelompok minoritas dalam 
masyarakat. Jika sektor swasta berhasil, maka 
lingkungan akan menjadi lebih kondusif bagi 
perkembangan sektor swasta. Kunci utama dari 
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lingkungan kondusif tersebut adalah tenaga kerja yang 
berkualitas-yang sehat dan berpendidikan. 
b. Pembangunan sektor publik. Strategi pembangunan harus 
memperhatikan sektor publik. Pertanyaan kunci dibalik strategi 
bagi sektor publik adalah mengidentifikasikan peran 
pemerintah – tentang apa yang harus dilakukan pemerintah 
dan bagaimana pemerintah seharusnya melaksanakan hal 
tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
sektor publik dan swasta dapat saling melengkapi, bekerja 
sama dalam usaha pembangunan. Hal-hal penting dalam 
strategi sektor publik adalah:  
(i) pemfokusan sektor publik pada fungsi unik yang harus 
dilaksanakan, misalnya, menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan perkembangan sektor swasta, 
memastikan bahwa  kesehatan dan pendidikan dapat 
dinikmati masyarakat luas dan mengurangi kemiskinan;  
(ii) penguatan kemampuan sektor publik, termasuk 
pembangunan layanan masyarakat yang efektif dan 
merestruktur sektor publik untuk lebih mengefektifkan 
penggunaan insentif dan penggunaan mekanisme 
pasar; dan  
(iii) keserasian tanggung jawab dan modus operasi 
terhadap kemampuan negara. 
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c. Pembangunan komunitas. Meskipun beberapa kegiatan 
dilaksanakan pada level nasional bahkan internasional, namun 
sering kali komunitas dianggap sebagai alat yang efektif untuk 
membawa transformasi masyarakat. Proyek pembangunan 
yang baik bisa menjadi pemercepat pembangunan komunitas. 
Partisipasi komunitas merefleksikan keinginan dan preferensi 
sebuah komunitas dan sebuah proyek yang didesain untuk 
merefleksikan informasi lokal, memastikan bahwa kondisi lokal, 
preferensi dan kondisi telah dipertimbangkan. Partisipasi 
dalam sebuah proyek merupakan baian dari proses 
transformasi.  
d. Pengembangan keluarga. Penentu suksesnya kenaikan 
income per kapita adalah pertumbuhan penduduk. Penentu 
lainnya adalah tingkat pendidikan wanita. Keduanya 
merupakan keputusan yang diambil dari dalam keluarga. 
Keluarga tidak hanya bertanggungjawab atas pendidikan tapi 
juga atas nutrisi dan kesehatan.  
e. Pengembangan individu. Pada akhirnya, transformasi 
masyarakat mementingkan pada transformasi individu tentang 
cara berpikir dan bertindak. Pembangunan bermuara pada 
penambahan kekuatan pada individu, jadi individu akan 
memiliki kontrol yang lebih besar atas kejadian-kejadian yang 
mempengaruhi kehidupan mereka, jadi individu dapat menjadi 
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lebih kaya, dan lebih sehat. Pendidikan dan kesehatan 
merupakan inti dari usaha pembangunan individu. 
Pendekatan strategi pembangunan harus memiliki:  
a. Sumber daya. Sangat jelas bahwa sumber daya penting bagi 
pembangunan. Sebuah strategi pembangunan harus 
menggambarkan perencanaan untuk mengembangkan modal 
fisik dan modal manusia, dan juga melestarikan sumber daya 
alam. Selain itu juga harus menggambarkan perencanaan 
untuk mendorong saving dan investasi, perencanaan untuk 
sekolah dan pembiayaannya, serta perencanaan untuk 
menggunakan dan memperbaharui sumber daya alam.  
b. Manajemen ekonomi. Salah satu ciri negara miskin adalah 
kurangnya sumber daya. Strategi pembangunan yang 
komprehensif harus dibentuk untuk mengidentifikasikan 
distorsi utama dalam perekonomian, bagaimana hal tersebut 
diberikan, mempertimbangkan seluruh social cost dan 
pengaruh kebijakan.  
c. Manajemen pengetahuan. Pembangunan haruslah 
menghilangkan kesenjangan, baik kesenjangan modal 
manusia, tapi juga kesenjangan pengetahuan. Pengetahuan 
dan modal adalah komplementer; meningkatkan pengetahuan 
akan meningkatkan pengembalian modal, sementara 
tambahan modal memberikan kesempatan untuk 
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memanfaatkan pengetahuan. Menggabungkan pengetahuan 
dalam strategi pembangunan memerlukan pembentukan 
kemampuan untuk menyerap dan mengadaptasi 
pengetahuan, berinvestasi pada tehnologi untuk memfasilitasi 
diseminasi pengetahuan dan membentuk pengetahuan secara 
lokal. Jadi, strategi pembangunan harus mendeskripsikan 
sebuah strategi tentang manajemen pengetahuan.  
d. Strategi sektoral dan sub-nasional. Pada beberapa kasus, 
penyempitan fokus dari seluruh sektor ekonomi menjadi 
industri, kawasan, perkotaan atau daerah sub urban sangat 
berguna. Perkotaan merepresentasikan arena dimana 
sekumpulan ketertarikan saling bersinggungan – infrastruktur, 
lingkungan, kesehatan, keuangan. Perkotaan merupakan 
mikrokosmos dari sebuah perekonomian dan merupakan 
solusi yang terintegrasi untuk masalah yang biasa muncul. 
Lebih jauh, banyak kota lebih berhasil dalam mencapai 
modernisasi daripada wilayah sub urban, oleh karena itu, 
wajar apabila strategi pembangunan lebih banyak berfokus 
pada perkotaan dalam rangka mencapai transformasi sosial. 
e. Modal sosial dan organisasional. Salah satu bentuk lain modal 
adalah modal sosial dan organisasional, yang melibatkan 
institusi dan hubungan yang menjembatani antara transaksi 
dan penyelesaian masalah. Masyarakat tradisional 
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mempunyai tingkat modal sosial dan organisasional yang 
tinggi. Namun dalam proses pembangunan, modal sosial dan 
organisasional ini sering kali rusak. Transformasi kadang 
melemahkan hubungan otoritas tradisional. Masalahnya 
adalah bahwa proses perusakan ini mungkin terjadi sebelum 
modal sosial dan organisasional terbentuk. Modal sosial dan 
organisasional tidak bisa diberikan oleh pihak luar, namun 
harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, caranya 
dengan mengadaptasi tahapan-tahapan perubahan dan 
bentuk-bentuk reformasi. Namun kadang, hal tersebut 
memperlambat transformasi. Telah terdapat banyak diskusi 
tentang pembangunan kemampuan (capacity building). 
Bagian paling mudah dalam pembangunan kemampuan 
adalah menyediakan kemampuan manusia, pendidikan, 
ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam 
pembangunan. Bagian paling berat dalam pembangunan 
kapasitas adalah pembangunan modal sosial/organisasional, 
termasuk institusi yang memungkinkan sebuah masyarakat 
bisa berfungsi dengan baik. Terdapat banyak dimensi akan 
hal ini: 
 Lingkungan sektor swasta yang kondusif, yang 
memasukkan pasar dan infrastruktur hukum yang 
memungkinkan pasar agar berfungsi dengan baik;  
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 Lingkungan pengetahuan, yang memungkinkan 
penyerapan dan pengadaptasian pengetahuan baru; 
 Lingkungan kebijakan, yang memasukkan kemampuan 
untuk membuat keputusan penting sehubungan dengan 
strategi pembangunan.5  
2.1.2 Tinjauan tentang Pemerintah 
Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan 
sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang 
tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan 
kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan 
sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi 
syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki 
objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, 
sistematis serta spesifik (khas). 
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling 
sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua 
pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki 
hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang,dan pihak 
yang diperintah memiliki ketaatan.  
Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, 
dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara 
pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan arti sempit. 
                                                 
5
 Asri Dwi Asmarani,Tesis Master:”Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten 
:Pendekatan Analisis SWOT dan AHP”,(Universitas Indonesia Jakarta,2010) .Hlm.14-18 
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Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang 
mengurusi jalanna roda pemerintahan (disebut eksekutif), 
sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain ekskutif termasuk 
juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan 
(disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut 
yudikatif). 
Secara etimologis istilah pemerintah dan pemerintahan 
berasal dari kata perintah. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, memberikan arti dari masing-masing istilah tersebut 
yaitu: 
a) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh 
untuk melakukan sesuatu. 
b) Pemerintah adalah 1) Sistem menjalankan, wewenang 
dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan 
politik suatu Negara atau bagiannya; 2) Kelompok orang 
yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab 
terbatas menggunakan kekuasaan. 
c) Pemerintahan adalah 1) proses, cara dan perbuatan 
memerintah; 2) Segala urusan  yang dilakukan oleh 
Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan 
kepentingan Negara.6 
                                                 
6
 http://kbbi.web.id/perintah 
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Di dalam Inu kencana Syafiie (2014), disampaikan 
beberapa defenisi tentang ilmu pemerintahan, baik yang berasal 
dari pakar Anglo Saxon maupun Kontinental. Adapun 
defenisinya sebagai berikut : 
 Menurut H. A. Brasz : 
De bestuurswetenschap waaronder het verstaat de 
wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de 
openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en 
naar buiten tegenover de burgers. 
 
Maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan 
sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana 
lembaga pemerintahan umum itu disusun dan 
difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar 
terhadap warganya. 
 Menurut R. Mac Iver : 
Government is the organization of men under authority … 
how men can be governed. 
 
Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu 
organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan 
bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mac 
Iver, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu tentang 
bagaimana manusia-manusai dapat diperintah (a science 
of how men are governed). 
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 Menurut U. Rosenthal : 
De bestuurswetenschap is de wetenschap die zich 
bezighoudt met de studie van interneen externe werking 
van de structuren en prosessen. 
 
Maksudnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang 
menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam 
dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. 
Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan 
ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari 
bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), 
pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi 
pemerintahan (baik pusat dengan daerah,maupun rakyat 
dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan 
gejala pemerintahan, secara baik dan benar. 
a. Konsep Pemerintahan 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia 
didasarkan  pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 yang menyatakan :  
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kebupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan 
kota ini mempunyai pemerintahan daerrah yang diatur 
dengan Undang-Undang”. 
 
Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
adalah sebagai berikut: 
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“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas  pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.” 
Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. 
Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak 
mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan 
pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk 
keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi 
oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata 
daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah 
memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri 
dengan caranya sendiri.  
Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas 
otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk 
mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai 
kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan 
sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi 
otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung 
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dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang 
digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep 
otonomi daerah yang dianut Indonesia  adalah  negara  
kesatuan  (Wasisto  Raharjo  Jati. 2012: 746). 
Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua 
urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 
diadakaan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat 
bawahnya. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut J. 
Oppenheion adalah :  
1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih 
kecil dari pada negaranya.  
2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi. 
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh 
Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu 
sehingga penduduknya bergerak  bersama-sama 
berusaha atas dasar swadaya. 
4. Adanya suatu organisasi memadai untuk 
menyelenggarakan kepentingan- kepentingan tersebut. 
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang 
diperlukan.7 
Syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah 
dibentuk  berdasarkan pertimbangan :  
                                                 
7
 Utama, Prabawa. 1991. Pemerintah Di Daerah. Jakarta: Indhillco, hal 11 
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1) Kemampuan ekonomi  
2) Potensi daerah  
3) Sosial Budaya  
4) Sosial Politik 
5) Jumlah Penduduk  
6) Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan  
7) Terselenggaranya Otonomi Daerah.8 
2.1.3 Ekonomi Kreatif 
 Industri kreatif adalah industri yang berasal dari 
pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk 
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan 
menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta 
individu tersebut.  
 Istilah Ekonomi Kreatif pertama kali diperkenalkan oleh tokoh 
bernama John Howkins, penulis buku "Creative Economy, How 
People Make Money from Ideas".Jhon Howkins adalah seorang 
yang multi profesi. Menurut definisi Howkins, Ekonomi Kreatif 
adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah 
Gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah 
gagasan.Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang 
yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat 
layak.Gagasan seperti apakah yang dimaksud,yaitu gagasan yang 
                                                 
8
 Ibid. 
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orisinil dan dapat diproteksi oleh HKI.Contohnya adalah penyanyi, 
bintang film, pencipta lagu, atau periset mikro biologi yang sedang 
meneliti farietas unggul padi yang belum pernah diciptakan 
sebelumnya (Nenny, 2008).9  
 Robert Lucas adalah pemenang Nobel dibidang Ekonomi, 
mengatakan bahwa kekuatan yang menggerakan pertumbuhan 
dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari 
tingkat produktifitas klaster orang orang bertalenta dan 
orangorang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan 
kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya ( Nenny, 
2008).10  
 Teori Alvin Toffler menyatakan bahwa gelombang 
peradaban manusia itu dibagi menjadi tiga gelombang.Gelombang 
pertama adalah abad pertanian.Gelombang kedua adalah abad 
industri dan gelombang ketiga adalah abad informasi.Sementara 
ini Toffler baru berhenti disini.Namun teori-teori terus berkembang, 
saat ini peradaban manusia dengan kompetisi yang ganas dan 
globalisasi, masuklah manusia pada era peradaban baru yaitu 
Gelombang ke-4. Ada yang menyebutnya sebagai 
                                                 
9
 Mahmud Syarif,Ayu Azizah,Ade Priatna,Jurnal Magister Manajemen: Analisis Perkembangan dan 
Peran Industri Kreatif untuk Menghadapi Tantangan MEA 2015,’’(Bandung: Universitas BSI 
Bandung,2015),Hlm 28 
10
 Ibid.Hlm 28 
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Knowledgebased Economy ada pula yang menyebutnya sebagai 
ekonomi berorientasi pada Kreativitas (Nenny, 2008)11 
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Kawasan Strategis 
a.  Pengertian kawasan 
 Berdasarkan Kamus Tata Ruang dalam Adisasmita 
menyatakan bahwa: Kawasan merupakan wilayah dengan 
fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang 
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspekfungsional serta memiliki ciri tertentu 
(spesifik/khusus)12. Kawasan merupakan daerah yang 
secara geografis dapat sangat luas atau terbatas, misalnya 
kawasan hutan yang luas dan kawasan perumahan yang 
terbatas. 
 Adisasmita13 menyatakan bahwa “kawasan adalah 
kesatuan geografis yang memiliki fungsi tertentu. Kawasan 
dan wilayah , keduanya adalah ruang, perbedaannya 
terletak pada fungsi tertentu. Kawasan memiliki fungsi 
tertentu”. Adisasmita14 menyatakan bahwa Kawasan adalah 
ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yangbatas dan sistemnya 
                                                 
11
 Ibid.Hlm,28 
12
 Adisasmita, Raharjo. 2010. Pemvgbangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha 
Ilmu;Hal. 58 
13
 Ibid; Hal.71 
14
 Ibid;Hal.46 
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ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri 
tertentu/spesifik/khusus.sebagai kesatuan geografis, dalam 
suatu kawasan terdapat bebrapa pusat (ada yang besar 
dan kecil), pusat-pusat tersebut mempunyai wilayah 
pengaruh, antara pusat yang satu dengan pusat yang lain 
serta antara suatu pusat dengan wilayah pengaruhnya 
dihubungkan oleh jaringan transportasi(prasarana jalan). 
 Walter Christaller dalam Adisasmita15 mengisyaratkan 
bahwa :Dalam istilah pertumbuhan kawasan, selain 
terdapat pusat, harus memiliki wilayah pengaruh (wilayah 
pelayanan atau wilayah pemasaran). Untuk 
menghubungkan pusat dan wilayah pengaruh dibutuhkan 
tersedianya jaringan transportasi. Jadi, adanya pusat , 
wilayah pengaruh dan jaringan transportasi itu merupakan 
tiga unsur fundamental (mendasar) pengembangan 
kawasan. Konsep ini dikemukakan oleh Walter Christaller 
dalam teorinya yang dinamakan teori tempat sentral 
(central place theory). 
b.  Pengertian Kawasan Strategis 
  Menurut Adisasmita Kawasan strategis menekankan 
pada pengembangan sektor-sektor yang dianggap 
strategis, yaitumeliputi sektor-sektor yang mempunyai 
                                                 
15
 Ibid;Hal. 24  
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kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), yang menampung lapangan kerja yang 
luas, yang menghasilkan penerimaan hasil devisa negara 
yang besar, dan sektor-sektor strategis lainnya, misalnya 
pengembangan sektor-sektor di daerah-daerah terisolasi, 
terpencil, dan perbatasan. Sektor yang memiliki kontribusi 
terhadap PDRB pada saat ini relatif rendah (misalnya 
sektor kuliner) tetapi pada masa mendatang berpotensi 
untuk ditingkatkan, maka sektor tersebut dapat 
dikategorikan sebagai sektor strategis). 
  Strategi pembangunan daerah sebaiknya dirumuskan 
dengan memperhatikan kondisi umum dan potensi yang 
dimiliki daerah bersangkutan,baik yang sudah dapat 
dilaksanakan,maupaun belum.Pertimbangan ini sangat 
penting artinya agar proses pembangunan tersebut dapat 
berjalan secara lebih terarah dan efisien sehingga mampu 
bersaing dengan daerah lainya.Disamping 
itu,permasalahan pokok dan kendala yang dihadapi 
masyarakat setempat turut pula mempengaruhi 
perumusan strategi pembangunan daerah tersebut.Aspek 
ini perlu pula diperhatikan agar hasil yang diperoleh dari 
kegiatan pembangunan tersebut akan dapat pula 
mengatasi dan menaggulangi permasalahan pokok yang 
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dihadapi oleh masyarakat setempat .Bahkan perumusan 
perioritas pembangunan perlu pula memperhatiakn 
perubahan strategis yang telah dan akan terjadi di masa 
mendatang agar proses pembangunan tersebut dapat di 
sesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi yang 
mungkin terjadi dimasa mendatang. 
  Secara teoritis, ada empat jenis strategi yang 
digunakan, dikaitkan dengan keadaan dan 
kebutuhan.Strategi  Klasik dan Strategi Sitemik digunakan 
dalam keadaan normal sebaliknya Strategi evolusi dan 
Strategi proses digunakan untuk mengatasi keadaan krisis. 
Strategi evolusi dan klasik dapat digunakan untuk 
mencapai keuntungan maksimum dan sebaliknya strategi 
proses dan strategis sistematik adalah untuk mewujudkan 
keuntungan optimum. Dalam pelaksanaanya,strategis 
tersebut terbagi kepada empat kategori yaitu strategi 
kepemimpinan (leadership strategy) dan strategi pilihan 
(strategy choices ) serta strategipertumbuhan (growth 
strategy) dan strategi pengelolaan managing 
strategy).Pilihan strategi tersebut harus digunakan dengan 
tempat agar sumber daya yang digunakan dalam strategy 
tesrsebut dapat mencapai tujuan dan sasaranya karena 
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ada strategi yang disusun untuk jangka pendek dan 
menengah serta panjang. 
  Strategi Klasik digunakan dalam keadaan normal 
bertujuan untuk mencapai manfaat maksimum 
berlandasakan kepada konsep dan teori dengan beberpa 
asumsi dasar yang sesuai untuk jangka menengah dan 
panjang.Strategi Evolusi digunakan dalam keadaan dan 
bertujuan mencapai manfaat maksimum berdasarkan 
analisa situasi dan kondisi yang sesuai untuk jangka 
pendek.Strategi Proses juga juga digunakan 
dalamkeadaan krisis namun bertujuan untuk mewujudkan 
kepuasaan atau manfaat optimum dengan menggerakkan 
beberpa satuan kerja tertentu yang dianggap mampu 
mengatasi masalah dalam jangka pendek.Strategi 
sistematik digunakan dalam keadaan normal yang 
bertujuan menggendalikan seluruh satuan kerja untuk 
beroprasi berdasarkan system kerja tertuntu untuk 
mencapai keuntungan optimum.Keempat strategi tersebut 
berbeda menurut keadaan,waktu dan satuan kerja 
pelaksanaannya sehingga keberhasilannya bergantung 
kepada analisis situasi. 
  Dengan demikian, strategi pembangunan pada 
dasarnya harus berlandaskan kepada empat kategori 
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tersebut di atas.Strategi kepemimpinan berdasarkan 
pembentukan visi dan misi dengan melibatakan 
sekelompok pemangku kepentingan strategi 
(elites).Strategi pilihan berdasarkan keputusan investasi 
oleh pemangku kepentingan dalam perancanaan sektoral 
dan regional.Strategi pertumbuhan berdasarkan inovasi 
termasuk kebijakan bersifat insentif dan disintentif.Strategi 
pengelolaan berdasarkan karakteristik struktur dan budaya 
organisasi serta perubahan lingkungan luar. Konsekuensi 
dari pemilihan strategi adalah keselarasan strategi dengan 
kebutuhan dan kemampuan dikaitkan dengan berbagi 
upaya penguatan aspek-aspek kepemimpinan 
(leadership), kewirausahan (entrepreneurship), dan 
pengelolaan  (managerialship). 
  Strategi pembangunan daerah dapat bersifat 
menyeluruh dan persial.Strategi yang menyeluruh 
berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan tabungan dan 
investasi.Strategi parsial berkaitan dengan alokasi dan 
distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut 
satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran 
tertentu.Keseluruhan upaya bersifat parsial dianngap 
sebagai bagian dari upaya menyeluruh karena karena 
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bagian dari sitem kerja dalam organisasi yang telah 
dirumuskan melalui visi dan misi serta kewenangan 
tertentu bersifat spesifik.Strategi menyeluruh dalam bentuk 
rancana jangaka menengah dan panjang sedangakan 
strategi parsial dalam bentuk rencana jangka pendek 
sebagai bagian dari rencana jangka menengah dan 
panjang. 
  Strategi konsolidasi untuk meningkatkan kemampuan 
dasar sebagai landasan bagi percepatan dalam proses 
untuk mencapai target pertumbuhan.Selain itu strategi 
ekspansi pada sector dan kawasan tertentu yang 
berkembang pesat untuk memacu pertumbuhannya. 
Strategi integrasi untuk memperkuat basisi dalam bentuk 
marger sehingga kemampuan bersaing makin 
meningkat.Pilihan strategi tersebut berkaitan dengan pola 
investasi untuk memacu pertumbuhan pembangunan 
melalui berbagai sector dan kawasan tertentu yang 
dianggap lebih menguntungkan.Pilihan strategi harus 
memperhitungkan faktor biaya dan resiko serta kerugian 
dan manfaat agar strategi sebagai alat dapat memacu 
semangat untuk mencapai tujuan.Oleh sebab itu,pemilihan 
strategi harus disepakati melalui musyawarah dan menjadi 
komitmen bersama untuk mewujudkannya. 
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  Strategi dalam sektor publik dapat meniru strategi 
sektor bisnis dengan beberapa penyesuian namun tetap 
selaras dalam tujuan dan sasaran yaitu meningkatakan 
hasil seklaigus perbaikan citra. Peningkatan hasil 
ditunjukkan oleh perbaiakan dan perubahan keadaan 
secara fisik yang diikuti oleh kepuasan masyarakat. 
Perbaiakan dalam pelayanan termasuk upaya 
pembentukan citra yang baik sangat penting agar peran 
serta masyarakat terhadap pelayanan dapat ditingkatkan. 
Oleh sebab itu, perlu sosialisasi sebagai bentuk Informasi 
dan simulasi sebagai bentuk komunikasi. 
  Strategi pembangunan daerah bertujuan 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan 
sektor-sektor potensial dikembangakan pada kawasan – 
kawasan yang memiliki faktor penumbuh (growing 
factors).Pembangunan perlu diarahkan kepada sector-
sektor tertentu dalam suatu wilayah atau dikaitkan dengan 
pembagaian anatarsektor dalam suatu wilayah dan antar 
wilayah.Strategi pembangunan demikina akan dapat 
meningkatakan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus 
pemerataannya sehingga stabilitas pembangunan dapat 
terwujud sebagai resultan dari keduanya.Strategi 
pembangunan demikian mengkaitkan kebijakansektoral 
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dan kewilayahan melalui strategi konsolidasi dan strategi 
ekspansi serta strategi integrasi yang disesuikan dengan 
karakteristik sektor dan kawasannya. 
  Strategi pembangunan yang berlandaskan 
pertumbuhan ekonomi antarsektor dan lintas sektor serta 
antar wilayah dan lintas wilayah dapat mewujudkan 
keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan sehingga 
stabilitas dan pemerataan dapat dicapai.Ini menunjukkan 
bahwa stabilitas pembangunan ekonomi daerah harus 
terintegrasi baik dalam bentuk keterkitan antarsektor 
dalam input dan output maupaun antar kawasan.Oleh 
sebab itu,startegi integrasi harus didukung oleh kebijakan 
yang mengarahakan pola pembangunan dengan basis 
daerah melaui penentuan sector potensial untuk 
dikembangkan.Dengan cara demikian akandapat 
ditingkatkan persaingan antar daerah sebaliknya dapat 
pula berkembang kerja sama anatardaerah dan 
seterusnya dapat mendorong bekerjanya strategis 
konsolidasi dan ekspansi serta integrasi.16    
  Dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 
disebutkan bahwa “untuk mengarahkan pembangunan di 
kota palopo dengan memenfaatkan ruang wilayah secara 
                                                 
16
 Sjarfrisal,”Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi,Depok” :PT Raja Grapindo 
Persada.Hlm 142 
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berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan 
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pertahanan keamanan Negara perlu 
disusun rencana tata ruang wilayah. 
2.2  Kerangka Konseptual 
Alur pemikiran dalam rencana penilitian ini, lahir dari peraturan 
kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata 
Ruang Wilayah), dalam Peraturan ini berbagai aturan menjelaskan hal 
yang mengenai penentuan wilayah strategis untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat Kota Palopo  melalui sector ekonomi kreatif. 
Pemerintah kota Palopo sebagai organisasi pemerintahan tentu 
berperan penting dalam mensejahterahkan masyarakatnya, Kota 
Palopo memiliki luas wlmilayah administratif yang relative kecil, jika 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Namun jika dilihat 
dari sector pertumbuhan ekonomi masyarakat, memiliki rata-rata 
pertumbuhanyang sangat tinggi jika dibandingkan dengan wilayah atau 
kabupaten sekitarnya. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota menyadari 
bahwa Kota Palopo dapat berkembang dengan memberdayakan 
masyarakat melalui sector-sektor ekonomi kreatif, dengan menyiapkan 
wilayah-wilayah strategis. Sehingga dapat menjadi salah satu 
penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pelopo. 
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KOTA PALOPO NO 9 
TAHUN 2012 
RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH (RTRW) KOTA 
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2032 
 
 
MENINGKATNYA SEKTOR 
EKONOMI KREATIF DI 
KOTA PALOPO 
PEMERINTAH KOTA 
PALOPO 
EKONOMI KREATIF 
Kawasan strategis 
Kawasan Koridor jalan Andi 
Djemma, Ahmad Yani  (sektor 
ekonomi kreatif kuliner) .  
 
FAKTOR –FAKTOR 
1. PENDUKUNG 
 Letak yang 
cukup 
strategis 
 Perizinan 
Usaha 
 Sumber daya 
manusia 
2. PENGHAMBAT 
 Promosi dan 
pemasaran 
 Belum 
bekerja 
sama 
dengan 
pihak swasta 
 
Manfaat 
 Potensi 
ekonomi cepat 
tumbuh 
 Sektor unggulan 
yang dapat 
menggerakkan 
pertumbuhan  
ekonomi 
 Potensi ekspor 
 Mengembangka
n keunggulan 
daya saing 
wilayah melalui 
implementasi 
kebijakan mikro 
dan makro 
 Meningkatkan 
kemampuan 
sumber daya 
manusai 
 Terbukanya 
lapangan 
pekerjaan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dimana 
titik pengambilan data penelitian tentang program 
Ekonomi Kreatif : (1).Kantor Walikota, (2).Kantor Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Desparektaf) (3).Kantor 
Dinas Bappeda (4). Tempat-tempat Pelaku Ekonomi 
Kreatif. 
3.2. Tipe dasar penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan 
penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan 
menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan 
potensi ekonomi kreatif melalaui penataan wilayah 
strategis di kota palopo. Menurut Bogdan dan Taylor dalam 
Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul 
merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui 
pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, 
studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperi data 
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pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah 
ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan 
judul penelitian. 
3.3. Informan Penelitian  
  Informan adalah orang-orang yang betul paham atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. 
Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak 
mengetahui atau bahkan terlibat langsung dalam proses 
perencanann pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui 
perencanaan wilayah strategis..  
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara 
purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara 
subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana 
menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki 
informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.  
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :  
1. Walikota/ Wakil Walikota Palopo. 
2. Asisten I Kota Palopo. 
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Disparektaf) kota Palopo. 
4. Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif yang 
dimaksud adalah pelaku yang berjualan di wilayah 
koridor jalan Ahmad Yani. 
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5. Pengelola program strategi peningkatan potensi 
ekonomi kreatif melalui penataan wilayah strategis 
di kota palopo. Dalam program ekonomi kreatif di 
kota  Palopo terdapat kerja sama berbagai 
lembaga pemerintahan. Lembaga – lembaga 
tersebut dapat diklarifikasi berdasarkan perannya. 
Lembaga yang dimaksud adalah :  
a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Disfarektaf), mempunyai  peran yang sangat 
vital dalam program, secara umum ada 3 
peran penting yang dijalankan yaitu : 
Pelatihan, Perizinan, dan Pengawasan. 
b. Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan 
Penanaman Modal (BPPTSPM) , 
menjelaskan peran dalam urusan perizinan 
usaha. 
6. Masyarakat diluar pelaku program strategi 
peningkatan potensi ekonomi kreatif melalui 
penataan wilayah strategis di kota palopo. 
Masyarakat diluar pelaku ekonomi kreatif disini di 
maksud adalah masyarakat yang berada di sekitar 
wilayah tempat straegis ekonomi kreatif (di sekitar 
wilayah koridor ahmad yani ). 
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3.4. Sumber data penelitian 
  Dari penelitian ini data yang diproleh berdasarkan 
sumbernya, yaitu dibagi atas dua : 
1) Data primer, yaitu data yang akan diperoleh dari hasil 
wawancara yang akan penulis lakukan serta 
pengamatn secara lansung terhadap informan yang 
sudah ditentukan. 
2) Data sekunder, yaitu data yang akan diperoleh dari 
dokumen – dokumen , catatan – catatan maupun 
laporan – laporan serta arsip – arsip yang resmi yang 
dapat didukung oleh data primer. 
  Penggunaan data tersebut dilakukan secara 
bersama-sama guna dimaksudkan agar saling 
melengkapi yang akan disesuaikan dengan keperluan 
penlitian dan selain itu dilakukan untuk 
memperbandingkan data yang akan diperoleh. 
 
3.5. Tehnik pengumpulan data 
  Dalam penelitianini digunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut : 
1. Studi Kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang 
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buku/artikel mengenai mutasi jabatan, serta dokumen-
dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
2. Observasi,  
yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan 
langsung dan melalui internet 
3. Wawancara,  
yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 
secara lansung mengadakan tanya jawab dengan 
informan dengan menggunakan pedoman wawancara 
alat rekaman atau video. 
4. Penelusuran data online,  
data yang dikumpulkan seperti studi kepustakaan 
namun hal yang membedakan hanya media tempat 
pengambilan data dan informasi dengan memanfaatkan 
data online melalui internet. 
3.6. Teknik Analisis data 
  Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian 
ini maka data yang didapatkan di lapangan akan dianalisa 
secara kualitatif hal ini didasari dengan perkembangan bahwa 
penelitian ini dinyatakan akan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang 
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diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi 
kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian. 
3.7. Definisi Operasional 
  Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah 
dalam mencapai tujuan penelitian disusun defenisi operasional 
yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain :   
1. Ekonomi Kreatif adalah sektor penyumbang bagi 
kesejahteraan masyarakat kota palopo yang 
memanfaatkan potensi diri dan potensi lokal sehingga 
dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. 
2. Pemerintah Kota adalah lembaga yang melaksanakan 
proses pembuatan regulasi yang bertujuan meningkatkan 
ekonomi masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif. 
3. Wilayah strategis adalah ruang yang disiapkan oleh pihak 
pemerintah kota demi menunjang peningkatan ekonomi 
kreatif yang ditentukan sesuai kelebihan dan letak 
strategis wilayah tersebut.Kawasan strategis yang 
dimaksud yaitu: Kawasan Strategis Pertumbuhan 
Ekonomi,dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 
sebagaimana dimaksud yaitu Kawasan koridor jalan 
Ahmad Yani (sekitar gedung sodenrae). 
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4. Faktor yang mempengaruhi, yang dimaksud dalam hal ini 
adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung yaitu 
Letak yang cukup strategis, Perizinan Usaha, Sumber 
daya Manusia dan faktor penghambat yaitu Bekerja sama 
dengan pihak swasta, Promosi dan pemasaran. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Gambaran Umum Kota Palopo 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian 
beserta  hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Kota Palopo yang meliputi sejarah, kondisi 
geografis, aspek-aspek pendukung seperti potensi sumber daya alam dan 
hayati, aspek sosial dan ekonomi serta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif kota Palopo (Desparektaf). Selain itu, bab ini menguraikan peran 
pemerintah daerah dalam Menanggulangi kemiskinan melalui program 
ekonomi kreatif dan faktor-faktor yang berpengaruh baik itu sifatnya 
menghambat maupun mendukung program Ekonomi Kreatif di Kota 
Palopo. 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kota Palopo 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip ) Palopo, 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring 
dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan 
melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah 
membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah 
memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya 
menjadi sebuah daerah otonom. 
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Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , 
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 
status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan 
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo 
dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti : 
1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, 
Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo. 
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 
September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan 
Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. 
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo. 
4. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip 
Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratip 
Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi 
Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi 
Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama 
LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. 
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Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau 
kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan 
letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan 
sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa 
kabupaten yang  meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan 
Kabupaten Wajo serta didukung  dengan sarana dan prasarana yang 
memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah 
Otonom Kota Palopo. 
Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya 
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan 
Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi 
sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta 
letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten 
Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya 
memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. 
Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam 
segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan 
pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah 
kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan 
dan 48 Kelurahan. 
65 
 
Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota 
(Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun 
waktu satu tahun , hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota 
Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku 
Walikota pertama di Kota Palopo. 
Kota Palopo awalnya terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. 
Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, Kota ini dipecah 
menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. 
Tabel 1. Jumlah Kecematan, Kelurahan dan Luas wilayah di Kota 
Palopo Tahun 2015 
No Kecamatan Kelurahan Luas 
Wilayah 
(km²) 
Persentase 
Terhadap Luas 
Kecamatan Kota 
1 Wara 
Selatan 
Sampoddo 2,90 27,20 1,17 
  Songka 2,84 26,64 1,15 
  Takkalala 2,75 25,80 1,11 
  Binturu 2,17 20,36 0,88 
2 Sendana Purangi 5,41 14,59 2,19 
  Mawa 12,12 32,68 4,90 
  Peta 14,76 39,80 5,96 
  Sendana 4,80 12,94 1,94 
3 Wara Amasangan 1,28 11,14 0,52 
  Tompotikka 2,00 17,41 0,81 
  Lagaligo 2,00 17,41 0,81 
  Boting 2,26 19,67 0,91 
  Dangerakko 1,97 17,15 0,80 
  Pajalesang 1,98 17,23 0,80 
4 Wara Timur Benteng 2,92 24,17 1,18 
  Surutanga 1,00 28,8 0,40 
  Pontap 2,51 20,78 1,01 
  Salakoe 1,00 8,28 0,40 
  Salotellue 0,90 7,45 0,36 
66 
 
  Malatunrung 1,92 15,89 0,78 
  Ponjalae 1,83 15,15 0,74 
5 Mungkajang Mungkajang 11,65 21,65 4,71 
  Murante 12,40 23,05 5,01 
  Latuppa 18,33 34,07 7,41 
  Kambo 11,42 21,23 4,61 
6 Wara Utara Sabbamparu 1,90 17,96 0,77 
  Batupasi 2,72 25,71 1,10 
  Salobulo 1,69 15,97 0,68 
  Penggoli 2,11 19,94 0,85 
  Luminda 1,04 9,83 0,42 
  Pate‟ne 1,12 10,59 0,45 
7 Bara Rampoang 4,65 19,91 1,88 
  Tammalebba 5,09 21,80 2,06 
  Balandai 5,60 23,80 2,26 
  To‟bulung 3,97 17,00 1,60 
  Buntu Batu 4,04 17,30 1,63 
8 Telluwanua Mancani 3,80 11,07 1,54 
  Salubattang 7,23 21,05 2,92 
  Maroangin 4,21 12,26 1,70 
  Jaya 6,12 17,82 2,47 
  sumarambu 7,75 22,57 3,13 
  BT, 
Walenrang 
2,86 8,33 1,16 
  Pentojangan 2,37 6,90 0,96 
9 Wara Barat Battang 22,62 41,79 9,14 
  Tomarundung 2,60 4,80 1,05 
  Battang Barat 15,26 28,19 6,17 
  Lebang 3,30 6,10 1,33 
  Padng Lambe 10,35 19,12 4,18 
 
4.1.2 Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi 
Sulawesi Selatan terletak pada 02°53'15" - 03°04'08" LS dan 
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
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120°03'10" - 120°14'34" BT dengan batas administratif sebagai 
berikut : 
Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 
2015 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pertanahan Nasiona Kota Palopo 
Berdasarkan daftar kecamatan yang disajikan, kecamatan 
yang paling luas wilayahnya adalah  Kecamatan Wara Barat dengan 
luas 54,13 km2 atau 21,87 persen dari luas wilayah Kota Palopo. 
Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah 
Kecamatan Wara selatan dengan luas 10,66 km2 atau 4,31 persen.  
Pembagian wilayah kecamatan direpresentasikan dalam gambar 
berikut. 
 
 
 
 
 
Kecamatan Luas (km2) Persentase 
Sub District Total Area (square.km) Percentage 
010 Wara Selatan 10,66 4,31 
011 Sendana 37,09 14,98 
020 Wara 11,49 4,64 
021 Wara Timur 12,08 4,88 
022 Mungkajang 53,80 21,74 
030 Wara Utara 10,58 4,27 
031 Bara 23,35 9,43 
040 Telluwanua 34,34 13,87 
041 Wara Barat 54,13 21,87 
Palopo 247,52 100,00 
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Gambar 2. Peta Administrasi Kota Palopo 
 
 
Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir 
dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota 
Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara 
dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 
17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 
Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas 
permukaan laut. 
Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari 
Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai 
seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya 
bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke 
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Seatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas 
permukaan laut. 
Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari 
Kabupaten Luwu, dengan batas-batas : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang 
Kabupaten Luwu 
 Sebelah Timur dengan Teluk Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua 
Kabupaten Luwu 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon 
Nanggala Kabupaten Tana Toraja. 
4.1.3. Penduduk 
Penduduk kota palopo  pada tahun 2015  tercatat sebanyak 
168.894 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing masing  82.301 
jiwa penduduk laki-laki  dan 86.593 jiwa penduduk perempuan,  dengan 
demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,38 angka ini 
menunjukkan bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 95-96 
penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan pertahun rata-rata sebesar 2,42 
persen. Dengan luas wilayah 247,52 km maka kepadatan penduduk di 
Kota Palopo yaitu 682 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan 
Kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan Wara dengan 3,181 jiwa 
per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan 
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penduduk terendah adalah kecamatan mungkajang yaitu 141 perkilometer 
persegi.  
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 
Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2015 
  
 
NO 
 
Kecamatan 
Jenis Kelamin 
Rasio jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Wara Selatan 5 235 5 835 11 070 89,72 
2 Sendana 3 139 3 110 6 249 100,93 
3 Wara 17 515 19 034 36 549 92,02 
4 Wara Timur 17 671 18 648 36 319 94,76 
5 Mungkajang 3 702 3 873 7 575 95,58 
6 Wara Utara 10 399 11 210 21 609 92,77 
7  Bara 12 917 13 416 26 333 96,28 
8 Telluwanua 6 447 6 280 12 727 102,66 
9  Wara Barat 5 276 5 187 10 463 101,72 
 Palopo 82 301 86 593 168 894 95,04 
   Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Palop 
 
4.1.4. Tenaga Kerja 
Pada tahun 2015 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 570 orang 
yang terdiri dari 318 laki-laki dan 252 perempuan. Informasi pencari kerja 
yang telah di tempatkan dirinci menurut jenjang pendidikan yang 
ditamatkan dari 570 orang pencari kerja, 35,79 persen berpendidikan S1 
keatas, 9,82 persen berlatar belakang pendidikan akademi, 19,82 persen 
berpendidikan SLTA kejuruan, 34,56 persen berpendidikan SLTA umum. 
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Tabel 4. Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Menurut 
Tingkat Pendidikan di Kota Palopo 2015 
 
NO Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempua
n 
Jumlah Persentas
e 
1 Tamat SD & 
Sederajat 
2 1 3 0,07 
2 SLTP Umum 20 10 30 0,75 
3 SLTA Umum 883 985 1868 44,70 
4 SLTA Kejuruan, 
D1/D,2 
171 209 380 9,09 
5 Sarjana Muda/ D,3 
Akta 3 
176 643 819 19,60 
6 Sarjana 495 584 1079 25,82 
 Jumlah 1747 2432 4179 100,00 
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan menurut tingkat 
dendidikan di Kota Palopo tahun 2015 yang tertinggi yakni pendidikan 
Sarjana dengan jumlah 819 orang sedangkan yang terendah yakni 
pendidikan SD dan Sederajat dengan jumlah 3 orang.  
Tabel 5. Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Tingkat 
Pendidikan di Kota Palopo 2015 
 
NO Tingkat 
Pendidikan 
Laki-Laki Perempua
n 
Jumlah Persentase 
1 Tamat SD & 
Sederajat 
- - 0 0,00 
2 SLTP Umum 10 5 15 22,73 
3 SLTA Umum 10 7 17 25,76 
4 SLTA Kejuruan, 
D1/D,2 
11 - 11 16,67 
5 Sarjana Muda/  
D,3 Akta 3 
1 4 5 7,57 
6 Sarjana 11 7 18 27,27 
 Jumlah 99 167 266 100,00 
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan 
di Kota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni pendidikan Sarjana 
72 
 
dengan jumlah 18 orang sedangkan yang terendah yakni pendidikan 
Sarjana Muda/  D,3 Akta 3  dengan jumlah 5 orang. 
4.1.5. Sosial 
a. Pendidikan 
Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada 
tahun 2015 sebanyak 64,782 orang, dari jumlah tersebut ada 395 orang 
diantaranya yang tidak/belum pernah sekolah, 50,147 orang yang 
berstatus sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat sebanyak 
14,240. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun keatas menurut 
pendidikan tertinggi yang di tamatkan dari 135,804 orang terdapat 2,753 
orang yang tidak pernah bersekolah 20,375 orang yang tidak punya ijazah   
SD, 24,481 orang yang memiliki ijazah setara SLTP, 40743 orang memiliki 
ijazah setara SMU, 2738 memiliki ijazah D1/D2/D3 dan selebihnya  yaitu 
17,348 orang yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3. Jika dilihat dari 
kemampuan baca tulis maka sebanyak 133,379 orang dapat membaca 
dan menulis dan sisanya sebanyak 2,425 tidak dapat membaca menulis. 
Dari sisi jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah SD 
Negeri/Swasta yang tersedia di Kota Palopo pada tahun 2015/2016 
berjumlah 75 sekolah, masing-masing 64 SD Negeri dan 11 SD Swasta, 
sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri/Swasta sebanya 21 unit, 
sedangakan untuk sekoalah lanjutan tingkat atas (SLTA)  Negeri/Swasta 
sebanyak 12 unit dan SMK Negeri/Swasta sebanyak  21 unit sekolah.  
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Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 7–12 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota Palopo Tahun 2015 
 
Status 
Pendidikan 
Laki-Laki Perempua
n 
Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
131 - 113 - 0,61 
Masih Sekola 9243 9154 18,397 100,9
7 
98,98 
Tidak 
Bersekolah 
76 - 76 - 041 
Jumlah 9432 9154 18586 103,0
4 
100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 7–12 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 18,397 atau 98,98 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 113 atau 0,61 persen. 
Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota PalopoTahun 2015 
 
Status 
Pendidikan 
Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
4 - 4 - 0,04 
Masih Sekola 5106 5309 10415 96,18 98,51 
Tidak 
Bersekolah 
100 53 153 188,68 1,45 
Jumlah 5210 5362 10572 97,17 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 13-15 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 10415 atau 98,51 persen 
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sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 4 atau 0,4 persen. 
Tabel 8. Persentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota PalopoTahun 2015 
 
Status 
Pendidikan 
Laki-
Laki 
Perempuan Jumla
h 
Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
278 - 278 - 2,24 
Masih Sekola 4625 5538 10163 83,51 18,89 
Tidak 
Bersekolah 
972 998 1970 97,89 81,89 
Jumlah 5875 6536 12411 89,89 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
 Persentase penduduk Usia 16-18 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 10163 atau 18,89 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 278 atau 2,24 persen. 
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 19-24 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota PalopoTahun 2015 
 
Status 
Pendidikan 
Laki-Laki Perempuan Jumla
h 
Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah 
Sekolah 
- - - - - 
Masih Sekola 4225 6947 11172 60,82 48,13 
Tidak 
Bersekolah 
6520 5521 12041 118,09 51,87 
Jumlah 1 0745 12468 23213 86,18 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
Sedangkan Persentase penduduk Usia 19-24 tahun menurut status 
pendidikan dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang 
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tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 12041 atau 
51,87 persen sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  
tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 0 atau 0,0 persen. 
b. Kemiskinan 
Jumlah masyarakat miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo 
periode Tahun 2011-2015, dengan memperhatikan serta menyimak  
secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase 
jumlah penduduk miskin di Kota Palopo boleh dikatakan hampir tidak 
mengalami perubahan yang cukup berarti. Dengan membandingkan 
angka persentase penduduk miskin keadaan 5 tahun terakhir yaitu pada 
Tahun 2011 dan tahun 2015, boleh dikatakan bahwa angka tersebut 
meunjukkan perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik karena 
mengalami penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 
2011 menurun menjadi 8,58 persen pada tahun 2015.  
Tabel 10. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota 
Palopo Tahun 2011-2015 
 
Tahun 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah Penduduk 
Miskin 
Persentase % 
2011 152573 15 300 10,22 
2012 156603 14 900 9,47 
2013 160819 15 500 9,57 
2014 164903 14 590 8,80 
2015 168.894 14.510 8,58 
     Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
76 
 
Hal ini tentu merupakan indikator yang menunjukkan kerberhasilan 
pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program 
pengetasan kemiskinan diwilah Kota Palopo baik program yang 
menyentuh langsung rumah tangga penerima manfaat maupun program 
percepatan pembangunan infrastruktur daerah.  
Berikut oleh BPS Kota Palopo lewat data dasar PPLS 2011, 
penentuan kategori RTS selanjutnya ditentukan langsung oleh TNPUK 
menghasilkan sekitar 7.119 RTS. Sebagian besar dari keluarga yang ada 
di kota palopo masuk dalam kategori keluarga sejahtera III sebnayak 
12.315 keluarga. Sedangkan untuk keluarga pra sejahtera hanya tercatat 
sebanyak sebanyak 5.583 keluarga. Jika lihat perkecamatan wara timur 
merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar pada kedua kategori 
keluarga diatas yaitu sebanyak 2.318 keluarga pada kategori sejahtera III  
4.1.6 Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan 
Pengeluaran perkapita penduduk menurut kelompok makanan 
sebulan dalam tahun 2015 di Kota Palopo. Berikut disajikan secara 
lengkap dalam tabel 13. 
Tabel 11. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapaita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di 
Kota Palopo tahun 2015 
 
Jenis Bahan Makanan 
Rata- rata Konsumsi 
Satuan Banyaknya 
Beras/ beras ketan Kg 1,697 
Jagung basah dengan kulit Kg 0,022 
Jagung pipilan/ beras jagung Kg 0,002 
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Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Palopo 2015 
4.1.7 Visi dan Misi Kota Palopo 
a. Visi Pemerintah Kota Palopo 
 Semangat untuk mengantarkan daerah menuju keadaan yang lebih 
baik menjadi inti dari gagasan yang tercantum dalam visi setiap daerah. 
Dalam RPJMD ini rumusan visi menggambarkan harapan dan gagasan 
ideal yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palopo yang didukung 
masyarakat Kota Palopo pada akhir tahun 2018. Berdasarkan ketentuan 
Ketela pohon/ singkong Kg 0,016 
Ketela rambat/ ubi Kg 0,015 
Ikan dan udang segar Kg 0,724 
Ikan dan udang diawetkan Ons/0.1 Kg 0,210 
Daging sapi Kg 0,008 
Daging ayam ras/ kampung Kg 0,053 
Telur ayam ras/ kampung Butir/Unit 1,938 
Telur itik/ manila Butir/Unit 0,147 
Susu kental manis 397 Grams 0,104 
Susu bubuk bayi Kg 0,031 
Bawang merah Ons/0.1 Kg 0,322 
Bawang putih Ons/0.1 Kg 0,212 
Cabe merah Kg 0,005 
Cabe rawit Kg 0,042 
Tahu Kg 0,063 
Tempe Kg 0,082 
Minyak kelapa/ goreng Liter 0,164 
Kelapa Butir/Unit 0,057 
Gula pasir Ons/0.1 Kg 1,293 
Gula merah Ons/0.1 Kg 0,077 
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Permendagri 54/2010, visi RPJMD adalah rumusan visi Walikota dan 
Wakil Walikota terpilih yang diselaraskan dan diserasikan dengan subtansi 
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, subtansi Visi Pembangunan 
Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
Nasional serta kaitan sinergisnya dengan dokumen perencanaan lainnya  
Dengan mengacu pada hasil proses penyelasaran dan penyerasian 
subtansi visi tersebut, maka visi RPJMD Kota Palopo periode 2013-2018 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga 
Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan 
Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia” 
Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai subtansi 
utama, yakni Terwujudnya Palopo, Kota pendidikan, jasa, niaga dan 
agroindustri yang berwawasan agama, budaya dan lingkungan, dan 
Terkemuka di Indonesia. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah 
sebagai berikut : 
Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni 
semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo pada 
kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat 
daerah agar dapat berkonstribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan nasional pada semua aspek, sehingga dapat disejajarkan 
dengan daerah-daerah yang terkemuka di Indonesia.  
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Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan 
Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan, 
adalah pernyataan penggambaran mengenai keadaan yang akan dicapai 
pada tahun perencanaan 2018, pokok-pokok gambaran tersebut 
dideskripsikan sebagai berikut :  
Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai 
pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, 
dasar, dan menengah, berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan 
(SNP), serta penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu tujuan 
pendidikan bagi masyarakat di wilayah regional sulawesi  
Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 
2018, dimana penyelenggaraan pelayanan public berlangsung sesuai 
dengan Standard, Norma, dan Prosedur (SNP), dan pelayanan pada 
sektor swasta memenuhi standar mutu pelayanan, sehingga memperkuat 
citra Kota Palopo sebagai Kota Jasa..  
Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada 
tahun 2018, dimana Kota palopo menjadi sentra distribusi barang dan 
logistic untuk wilayah regional Sulawesi, dan aktifitas perniagaan 
berlangsung nyaman dan aman karena didukung oleh infrastruktur 
perniagaan yang tertata dan memenuhi standar.  
Kota Agroindustri, gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri khususnya yang berbasis 
rumah tangga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu mata 
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pencaharian utama masyarakat, di sisi lain produk-produk industry pangan 
berbahan lokal menjadi salah satu produk unggulan daerah, memiliki 
brand kuat, sehingga menjadi icon Kota Palopo.  
Berwawasan Agama, gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama berlangsung dalam 
toleransi yang harmonis, terciptanya kesadaran masyarakat dalam 
bertoleransi intra dan inter umat beragama menjadi salah satu barometer 
toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia.  
Berwawasan Budaya, Gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya interaksi dalam 
berbagai aspek dalam masyarakat yang beragam budaya berlangsung 
dalam interrelasi yang harmonis, berkembangnya keadaan interrelasi 
yang harmonis menjadi salah satu barometer dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia.  
Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan yang 
akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas masyarakat pada semua 
aspek dilaksanakan dengan kesadaran untuk menjaga dan memeliharan 
keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kesadaran tersebut dapat 
mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan lingkungan hidup Kota 
Palopo.  
Terkemuka di Indonesia, merupakan pernyataan komparasi 
terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah lainnya, 
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terkemuka di Indonesia adalah komparasi Kota Palopo yang 
mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan berkembang dari 
aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu pelayanan public, sentra 
distribusi barang dan logistic regional, industry rumah tangga. Sedangkan 
dari aspek berwawasan dimaknai sebagai komparasi Kota Palopo sebagai 
salah satu barometer di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama, 
interrelasi keragaman budaya, dan kesadaran terhadap keberlanjutan 
lingkungan hidup. 
b. Misi Pemerintah Kota Palopo 
Misi dalam RPJMD ini merupakan pernyataan upaya-upaya yang 
hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Kota Palopo 2013-
2018 dan penjelasan pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. 
1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif 
dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum 
(M1), Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada tata 
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. Upaya 
yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sistem 
perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : 
terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang 
dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan 
kapasitas aparatur. 
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2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan 
pelayanan masyarakat di berbagai sektor (M2),  
Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan berkualitasnya 
pelayanan publik yang melibatkan berpartisifasi masyarakat dalam 
menjaga kualitas layanan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 
pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan kualitas 
pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan umum. 
3) Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia 
khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo 
(M3),Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti kebutuhan 
pangan dan sandang, dilakukan melalui pengembangan 
agroindustri berbasis rumah tangga. Upaya-upaya untuk 
pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga antara lain 
mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, Pengembangan 
Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; 
Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga. 
4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
jalur pendidikan formal dan non-formal (M4), 
Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci pokok 
dalam pembangunan manusia. Upaya untuk mewujudkan Palopo 
sebagai Kota Pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, upaya-upaya ini mencakup optimalisasi 
83 
 
penyelenggaraan PAUD, memelihara akses pendidikan dasar dan 
menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan 
menengah, mendukung dan akselerasi pengembangan pendidikan 
tinggi. 
5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 
berkelanjutan (M5),  
Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan 
Palopo sebagai Kota Jasa adalah mengembangkan pelayanan 
publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan 
perbaikan mutu pelayanan kesehatan. 
 
6) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara 
efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-
simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang 
perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, 
Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan 
pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang 
memadai (M6) 
Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dilakukan 
untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, upaya-upaya 
ini mencakup penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri 
rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara 
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pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik 
destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya. 
7) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan 
yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan 
mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7). 
Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan yang 
mudah dan efektif yang dapat mendorong kondusifnya iklim 
berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya iklim 
investasi yang kondusif, maka upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong 
(kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru dan 
Peningkatan kompetensi tenaga kerja 
8) Penataan kota yang berwawasan lingkungan (M8),  
Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan lingkungan 
melalui penataan kota yang berwawasan lingkungan, maka 
dilakukan upaya-upaya : Perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian ruang ; Pengembangan ruang terbuka hijau; 
penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan bencana. 
9) Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di 
dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya 
kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban 
dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang 
harmonis (M9)  
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Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu barometer 
nasional dalam kehidupan beragama, maka upaya yang dilakukan 
adalah mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, 
upaya-upaya ini mencakup Penguatan kesadaran berbangsa; 
toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban dan 
keamanan serta harmonisasi sosial. 
 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator dan Target 
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Palopo 
Visi :Terciptanya Pengelolaan Sumber Daya Lokal dalam 
kelembagaan ekonomi kreatif yang berdaya saing global 
Visi, Misi Pengembangan Ekonomi Kreatif kota Palopo 2017-2021 
 Tantangan utama dalam pengembangan ekenomi kreatif lima (5) 
tahun ke depan adalah “Peningkatan daya saing ekeonomi  kreatif 
masyarakat kota Palopo dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun 
global. Namun, ekomomi yang masih baru berkembang ini memerlukan 
kesinambungan program untuk benar-benar menjadikannya kekuatan 
baru perekonomian daerah. Dengan rencana pengembangan yang 
menyeluruh dan berkesinambungan diharapakan ekonomi kreatif menjadi 
pendorong sektor-sektor lain untuk meningkatkan nilai tambah dari setiap 
rantai produksi. 
 Sejalan dengan fokus pengembangan nasional lima (5) tahun 
kedepan pada peningkatan daya saing daerah, rencana pengembangan 
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ekonomi kreatif lima tahun kedepan juga akan difokuskan pada 
peningkatan daya saing ekonomi kreatif sehingga secara bersama-sama 
dapat bersinergi denga sektor lain untuk menjadi penggerak daya saing 
nasional. Saat ini, ekonomi kreatif  meskipun telah menunjukkan kontribusi 
positif dan signifikan, namun belum optimal dikembangakan dengan 
sektor penggerak perekonomian. 
 Dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan 
sumber daya budaya yang besar, kota palopo memiliki peluang untuk 
menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi produk kreatif yang 
besar. Potensi ini telah mulai digarap oleh pemerintah bersama- sama 
dengan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam lima tahun 
kedepan diharapkan menjadi kesinambungan dan percepatan 
pengembangan potensi ekonomi kreatif dengan fokus pada peningkatan 
daya saing global dengan menyelesaikan masalah-masalah yang masih 
mengahambat perkembangan ekonomi kreatif yang belum dapat 
diselesaikan selama ini, serta mempercepat proses peningakatan 
kapasitas orang kreatif baik melalui pendidikan, pelatihan, dan interaksi 
dengan orang kreatif global. Visi pengembangan ekomomi kreatif jangka 
menengah tahun 2017-2021 dirumuskan sebagai berikut : 
Terciptanya pengelolaan sumber daya lokal dalam kelembagaan 
ekonomi kreatif yang berdaya saing global 
Visi pengembangan ekonomi kreatif jangka menengah ini 
menekankan pada pengelolaan sumber daya lokal yang selama ini belum 
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mendapatkan perhataian yang cukup. Sementara sumber daya yang 
dimiliki cukup potensial dan beragam. Dengan pengeloaan yang baik 
diharapkan semua potensi sumber daya yang ada akan memperoleh 
perhatian  yang lebih oleh pemerintah daerah dan masyarakat. 
Daya saing didefinisikan sebagai kondisi masyarakat kraetif yang 
mampu berkompetisi secara adil, jujur dan menjunjung tinggi etika, unggul 
di tingkat daerah, dan memiliki kemampuan (daya juang) untuk terus 
melakukan perbaikan dan selalu berfikir positif untuk menghadapi 
tantangan dan permasalahan. 
Visi tersebut mewujudkan melalui 4 misi utama, yaitu (1) menggali 
dan meningkatkan ketersediaan sumber daya lokal untuk pengembangan 
ekonomi kreatif;(2) Meningkatkan pertumbuhan kelembagaan dan daya 
kraetifitas pelaku ekonomi kreatif; (3) Menciptakan peluang pasar untuk 
pengembangan ekonomi kreatif; (4) Meningkatkan daya saing 
kelembagaan berbasis ekonomi kreatif. 
4.2 Upaya Pemerintah dalam peningkatan potensi ekonomi kreatif 
melalui penataan wilayah strategis dikota palopo 
 Rencana pengembangan ekonomi kreatif kota palopo 2017 – 2021 
ini merupakan rencana pengembangan jangka menengah yang 
merupakan tanggapan terhadap dinamika perkembangan ekonomi kreatif 
yang memperlihatakan potensinya yang besar yang tidak hanya bagi 
pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia tetapi juga memiliki peran 
dalam pelestarian budaya dan juga memiliki dampak positif terhadap 
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aspek sosial dan lingkungan hidup. Disamping itu, terbentuknya dinas 
pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2017 juga telah mengubah 
tatanan pemerintahan dan perioritas pembangunan di masa mendatang. 
Dengan terbentuknya dinas tersebut, ekonomi kreatif secara khusus diatur 
oleh satu kedinasan tersendiri sehingga diperlukan perencanaan yang 
mendasar di dalam dokumen perencanaan pengembangan ekonomi 
kreatif. Salah satu keseriusan pemerintah kota palopo dalam meningkat 
kan ekonomi kreatif dikota palopo adalah dengan membuat unit satu 
perangkat daerah untuk membina ekonomi kreatif di kota palopo yaitu di 
sebut dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di kota palopo. Hal ini sesuai 
dengan yang diungkapkan Asisten satu ekonomi kreatif kota palopo bapak 
Drs Burhan Nurdin, M.Si mengatakan bahwa :  
“ Saat ini salah satu keseriusan pemerintah kota palopo dalam 
membangun kraetifitas para pelaku ekonomi kraetif dan membina 
ekonomi kreatif adalah dengan membuat satu unit perangkat daerah yang 
disebut dengan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kota palopo 
(disparektaf) “.17 
 
Kita tau bersama bahwa wilayah kota palopo memiliki wilayah kecil, 
jadi pemerintah tidak serta merta hanya memanfaatkan potensi sumber 
potensi alamya saja, lama kelamaan akan habis, maka pemerintah kota 
palopo dalam hal pembangunan menjadikan kota palopo sebagai sala 
satu kota jasa. 
Walikota palopo Judas Amir mengatakan bahwa: 
“Motivasi sangat penting dalam berwirausaha, ide dan kreatifitas 
dapat menjadi sebuah nilai jual ketika motivasi dan dorongan untuk 
                                                 
17
 Hasil Wawancara dengan Asisten satu walikota palopo pada tanggal 02 Agustus 2017 
89 
 
berwirausaha itu sangat tinggi dan bersemangat, maka pemeritah kota 
palopo siap membantu, siapa mau kerja apa, bila ada yang mau bekerja 
kami dorong‟‟.18    
 
Tujuan penataan ruang Kota Palopo adalah: “Mewujudkan kota 
pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia dalam 
harmonisasi tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. 
Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka salah satu 
kebijakan penataan ruang Kota Palopo adalah penetapan kawasan 
strategis kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
wilayah. 
Kawasan strategis kota merupakan bagian dari wilayah kota yang 
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau 
lingkungan. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan 
ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki 
kriteria sesuai dengan RTRW 2012-2032 Kota Palopo sebagai berikut : 
1) Potensi ekonomi cepat tumbuh. 
2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan 
ekonomi. 
3) Potensi ekspor. 
4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan 
ekonomi. 
5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi. 
                                                 
18
 Hasil wawancara dengan walikota Palopo pada tanggal 10 Agustus 2017 
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6) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam 
rangka. 
7) Mewujudkan ketahanan pangan. 
8) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi 
dalam rangka mewujudkan ketahanan energy. 
9) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan 
tertinggal di dalam wilayah kota. 
Berdasarkan pada kriteria tersebut di atas, maka kawasan strategis 
dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Palopo ditetapkan di :   
1) Kawasan Pusat Niaga Palopo (PNP). 
2) Kawasan Pasar Besar 
3) Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma 
4) Kawasan Koridor  Jalan Andi Kambo 
5) Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi 
6) Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit 
7) Kawasan Hiburan Labombo 
8) Kawasan kota baru di Wilayah Kecamatan Wara Selatan dan 
Kecamatan Sendana 
9) Kawasan cepat tumbuh di Kelurahan Benteng, Kelurahan Pontap, 
Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur,  Kelurahan Songka 
Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Sumarambu Kecamatan 
Telluwanua, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang. 
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 Kawasan strategis kota palopo merupakan kebijakan yang 
membantu terlaksananya kepentingan pertumbuhan ekonomi lewat 
usaha muda dibidang kuliner mampu meningkatkan dan 
menggerakkan aktifitas potensi ekspor sehingga mempercepat 
pertumbuhan kawasan tertinggal lainnya di dalam kota. 
4.2.1Strategi pemerintah dalam peningkatan potensi ekonomi 
kreatif melalui penataan wilayah strategis di kota palopo 
Pembangunan ekonomi kreatif perlu direncanakan secara 
matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut 
pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Para 
pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam implementasinya, 
sebelum kebijakan dijalankan perlu dilakukan terlebih dahulu 
penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek 
yang berkaitan dengan dunia ekonomi kreatif . Mulai dari potensi 
yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat, kebiasaan hidup 
masyarakat sekitar lokasi pariwisata, kepercayaan yang 
dianutnya, sampai dengan kebiasaan dan tingkah laku wisatawan 
yang direncanakan akan tertarik untuk berkunjung ke daerah 
tujuan wisata yang siap dikembangkan.  
Otonomi daerah diharapkan terjadi revitalisasi dan 
pemberdayaan daerah yang lebih tepat dan sesuai dengan 
kehendak masyarakat secara proporsional. Pemerintah setempat 
diharapkan mampu mengartikulasikan  kepentingan dan 
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merumuskan kebijakan serta mengambil kebijakan secara tepat, 
cepat dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengembangan 
terhadap potensi yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih 
optimal dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi kreatif 
tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh kota palopo, yaitu 
sumber daya alam dan sumber daya manusi. Salah satu unsur 
yang mendapat perhatian adalah dengan adanya kesepakatan 
antar pemerintah dalam pengembangan dan tujuan wisata . 
Maka dalam mengembangkan ekonomi kreatif pemerintah 
kota palopo merencanakan kelompok industri kreatif yang yang 
terdisri dari 15 subsektor yang dikembangkan pada tahun 2017 
yaitu : (1). Animasi, (2). Arsitektur, (3). Desain, (4). Fotografi, (5). 
Music, (6). Kerajinan, (7). Kuliner, (8). Mode, (9). Penelitian dan 
pengembangan, (10). Penerbitan, (11). Perfilman, (12). 
Periklanan, (13). Permainan interaktif. (14). Seni pertunjukan, (15). 
Seni rupa. 
Sesuai dengan pernyataan diatas, Kepala Dinas Pariwisata 
dan ekonomi kreatif Kota Palopo, Andi Enceng, SE, M.Si 
mengatakan bahwa:  
“ pemerintah kota palopo telah melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatakan ekonomi kreatif,yang dimana 
pemerintah kota palopo merencanakan kelompok industri 
kreatif yang terdiri dari 15 subsektor.19 
                                                 
19
 Hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada 19 Agustus 2017 
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Rencana pengembangan jangka menengah ekonomi kreatif 
2017 – 2021 ini menjadi sangat penting dalam upaya 
mewujudkan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi secara berkelanjutan. Dukungan keberlimpahan 
sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, 
maupun sumber daya budaya dan potensi pasar yang besar 
tidak akan dapat memberikan manfaat yang optimal bila tidak 
dikelola dengan baik. Rencana pengembangan jangaka 
menengah ekonomi kreatif ini menjabarkan tahapan – tahapan 
pengembangan ekonomi kreatif dalam 5 tahun mendatang.    
Tujuan dan Sasaran Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif 2017-
2021 
Misi 1. Menggali dan meningkatkan ketersediaan sumber daya lokal 
untuk pengembangan ekonomi kreatif. 
 Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang kreatif yang 
sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu orang 
yang mampu berkreasi dan berinovasi. Sedangakan bahan baku yang 
dimaksud adalah berupa sumber daya budaya dan sumber daya alam. 
Ketersediaan sumber daya manusia dan bahan baku dalam jumlah dan 
kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif merupakan factor  
penting dalam peningkatan daya saing industri kreatif. 
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 Misi ini mengemban 2 tujuan utama. Pertama, menjamin adanya 
peningkatan kuantitas dan kualitas orang kreatif dikota palopo yang 
didukung oleh lembaga pendidikan yang sesuai dan berkualitas. Kedua, 
memastikan adanya peningkatan kualitas pengembangan dan 
pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dan kompetitif. 
Dengan misi ini diharapakan akan tercipta orang kreatif yang dapat 
bersaing dan unggul serta selalu berkeinginan dan dapat terus berkreasi 
untuk menciptakan karya kreatif yang berkualitas dan unik. Dalam 
mengoptimalakan dan mengembangakan sumber daya alam berupa 
bahan baku lokal, yaitu sumber daya alam dan sumber daya budaya, 
pengembangan ekonomi kreatif ditujukan untuk pengembangan dan 
pemanfaatan yang seimbang dengan perlindungan sehingga 
baikmsumber daya alam maupun sumber daya budaya tetap terjaga 
kelestariannya. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya alam akan 
selalu dihadapkan pada masalah kelangkaan dan keberlajutan sehingga 
pengembangan industry kreatif yang memanfaatkan sumber daya alam 
diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 
 Dengan demikian, ketersediaanya terjamin sehingga genersi 
Indonesia masa datang juga dapat mendapatkan manfaat dari 
ketersediaanya. Begitupulah pemanfaatan sumber daya budaya yang juga 
selalu dihadapakan pada pilihan startegis dan berkeseimbangan antara 
perlindungan dengan pengembangan dan pemanfaatan secara ekonomi 
untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 
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diperlukan strategi yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan 
dan pemanfaatan sumber daya budaya sehinggah budaya tidak dilihat 
sebagai apa yang sudah terjadi di masa lampau dan artefak tetapi sebagai 
hasil cipta karsa manusia yang berkelanjutan dan tradisi yang hidup di 
masyarakat hingga sekarang.Dalam rangka pencapaian dua tujuan utama 
ini, ada tiga (3) sasaran strategi yang akan dicapai, yaitu : 
1. Pemetaan dan pendataan sumber daya alam, sumber daya 
manusia, kelembagaan ekonomi 
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melihat 
potensi sumber daya alam, budaya, dan ekonomi kreatif 
3. Tersedianya sumber daya yang memiliki ke khasan dan lokalitas. 
Misi 2. Meningkatakan pertumbuhan kelembagaan dan daya 
kreatifitas pelaku ekonomi kreatif 
 Pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilepaskan dari 
pengembangan industri kreatif yang manjadi bagian dari ekonomi kreatif 
itu sendiri. Pengembangan industri kreatif juga tidak dapat berdiri sendiri 
karena industri kreatif saling terkait dengan komponen lain dalam 
ekosistem ekonomi kreatif, yaitu terkait dengan komponen lingkungan 
pengembangan, komponen kearsipan, dan komponen pasar. Industri yang 
ada pada rantai nilai industry kreatif (creative value chan) meliputi industry 
utama (core industry), yaitu industry yang merupakan penggerak dalam 
sektor industri kreatif dan industry pendukung (backward and forward 
linkage industry) yang mendukung pengembangan industri kreatif utama. 
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 Rantai nilai industri kreatif adalah sebuah rangkain proses 
penciptaan nilai kreatif, di mana transaksi sosial, budaya, dan ekonomi 
terjadi didalamnya. Pada umumnya, proses dalam rantai nilai kreatif yang 
terjadi adalah proses kreasi, produksi, distribusi dan komersialisasi. Rantai 
nilai kreatif ini ada kalanya berbeda untuk setiap subsector ekonomi 
kreatif. 
Tujuan peningkatan pertumbuhan dan daya saing industry kreatif akan 
diwujudkan melalui pencapaian tiga sasaran strategis, yaitu : 
1. Meningatkan kreatifitas pengelolaan sumber daya budaya sebagai 
pilar ekonomi kreatif  
2. Menumbuhkan dan membangun kelembagaan / komunitas kreatif 
3. Meningktakan kapasitas dan wawasan pelaku ekonomi kreatif 
Misi 3. Menciptakan peluang pasar untuk pengembangan ekonomi 
kreatif  
 Lingkungan yang kondusif diperlukan  untuk industri dan orang 
kreatif dapat bertumbuh dan berkembang. Lingkungan yang kondusif tidak 
hanya menyangkut akses pendanaan, akses pasar, dukungan 
infrastruktur dan teknologidan juga partisipasi pemangku kepentingan 
yang aktif dan konstruktif serta apresiasi masyarakat umum, baik di dalam 
negeri maupun di kancah iternasional terhadap karya kreatif. 
Misi 3 ini bertujuan untuk meencapai 5 tujuan utama yaitu : 
1. Penyediaan pembiayaan untuk pengembangan usaha unggulan 
yang kreatif 
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2. Penyediaan teknologi dan sasaran produksi ekonomi kreatif  
3. Tersedianya tempat pemasaran di tingkat local 
4. Tersedianya legalitas produk ekonomi kreatif  
5. Penyediaan ruang dan fasilitas pemasaran ditingkat nasioanl 
Kelima tujuan utama tersebut akan dicapai melalui 7 sasaran strategis, 
yaiu: 
1. Menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga 
perbankan maupun industri  
2. Pemberian bantuan peralatan produksi 
3. Penyediaan outlet produk ekonomi kreatif operasional kegiatan 
penjualan 
4. Penyelenggaraan pelatihan keamanan produk dan fasilitas 
perijinan (P-IRT, HALAL, POM, HAKI, dan sertifikat organik) 
5. Penyelenggaraan promosi wisata kota palopo 
6. Partisipasi aktif dalam kegiatan pameran tingkat lokal dan skala 
nasional 
7. Fasilitas TIC (tourist information center) serta sarana dan 
prasarananya 
Misi 4. Meningkatkan daya saing kelembagaan berbasis ekonomi 
kreatif 
 Penguatan erganisasi /lembaga/ komunitas ekonomi kreatif yang 
tangguh dalam menejemen dan visioner dalam pengembanga program 
serta mendorong organisasi yang memiliki daya saing di tingkat nasional 
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maupun internasional. Serta meningkatkan daya saing organisasi / 
lembaga/ komunitas dalam melakukan kerja sama ekspor dan impor. 
Misi keempat ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu : 
1. Tersediaanya kelembagaan / komunitas yang tangguh dan visioner  
2. Fasilitas dan legalitas kelembagaan bertaraf internasional  
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi kelembagaan yang 
berdaya saing global 
Untuk mencapai tujuan ini ada lima strategi : 
1. Penyelenggaraan pelatihan keorganisasiaan  
2. Pengakuaan kapasitas dan keahlian organisasi / lembaga / 
komunitas dibidang gerak ekonomi kreatif dan pariwisata 
3. Kemitraan dengan pihak luar untuk meningkatkan kapasitas 
wawasan dan motivasional dari dunia perguruan tinggi 
4. Fasilitasi perijinan organisasi / lembaga / komunitas sehingga 
memiliki kemudahan dalam bekerjasama dengan lembaga legal 
lainnya 
5. Fasilitas pelatihan dan sertifikasi dalam kegiataan ekspor 
maupunimpor 
 
Indikator dari misi ke empat akan tampak dengan terbentuknya 
beberapa oragnisasi / lembaga / komunitas ekonomi kreatif yang memiliki 
kemampuan menejemen organisasi yang baik. Selain itu organisasi 
keparawisataan memiliki pemahaman yang mendalam tentang cluster 
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wisata. POKDARWIS (kelompok sadar wisata) memiliki wawasan yang 
spirit yang kuat dalam pengelolaan kampong wisata sebagai ujung tombak 
pemasaran ekenomi kreatif di lingkungan lokasi wisata dan memiliki 
kemampuan yang mendalam dalam pengayaan cabang objek wisata 
sebagaiekonomi kreatif. Organisasi / lembaga / komunitas ekonomi kreatif 
mendapat pengetahuan baru dari keilmuan mahasiswa dan dosen 
sebagai agen perubahan. 
Indikator dan Target Pengembangan Ekonomi kreatif kota Palopo 
 Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan ekonomi 
kreatif jangka menengah diukur dengan beberapa indikator berdasarkan 3 
misi yang dijabarkan . Dengan memperhatikan kinerja ekonomi kreatif 
beberapa tahun terakhir ini serta faktor – faktor yang memengaruhinya, 
maka keberhasilan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif 
dapat diukur melalui target – target yang ditetapkan dalam setiap 
indikator. Target – target yang ditetapakan terdiri dari target rendah, di 
mana pemerintah melakukan strategi – strategi yang tergolong business 
as usual dan target tinggi denga asumsi berbagai strategi untuk 
percepatan pengembangan ekonomi kreatif yang akan diuraikan pada 
bagian selanjutnya diterapakan oleh pemangku kepentingan yang terkait. 
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Misi 1. Menggali dan meningkatkan ketersediaan sumber daya lokal 
untuk pengembangan ekonomi kreatif. 
 Keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan sumber 
daya lokal untuk pengembangan ekonomi kreatif, dapat diukur dengan 3 
indikator, yaitu : 
1. Terbentuknya dan terdampinginya komunitas pariwisata dan 
ekonomi kreatif  
2. Tersedianya bank data potensi potensi kampong wisata, destinasi 
wisata alam, destinasi wisata arsitektur, destinasi wisata edukasi 
3. Tersedianya bank data pelaku dan organisasi / lembaga / 
komunitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata 
dan ekomomi kreatif 
Misi 2. Meningkatkan pertumbuhan kelembagaan dan daya kreatifitas 
pelaku ekonomi kreatif dengan 21 indikator : 
1. Tersedianya profil dan direktori wisata budaya kota palopo dalam 
bentuk buku dan vidiografi  
2. Teridentifikasi anak – anak palopo yang memiliki bakat potensi 
sebagai wahana promosi budaya masyarakat  
3. Terselenggarakanya event jazz bertaraf nasional sebagai media 
promosi kota palopo 
4. Tersedianya koleksi bukubiografih tokoh palopo 
5. Teridentifikasinya kekayaan permainan anak masyarakat sebagai 
pendukung promosi ekonomi kreatif 
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6. Terselenggaranya festifal laying 
7. Terbentuknya cluster – cluster potensi wilayah  
8. Terselenggara pelatihan desain dan teknis finishing kayu, peserta 
latih memiliki kemampua finishing kayu rapi dan bagus  
9. Terselenggara pelatihan teknis dan pengembangan desain serta 
feysen  
10. Terselenggara pelatihan teknis pembuatan souvenir lokal, peserta 
latih mampu memproduksi souvenir dengan kualitas layak jual  
11. Terselenggaranya pelatihan teknis pengelolaan limbah, peserta 
latih mampu melakukan kreasi limbah rumah tangga menjadi 
produk bernilai ekonomis dan nilai jual  
12. Terselenggarah pelatihan teknis dasar fotografi, peserta latih 
memiliki kemampuan dasar dalam memproduksi foto yang bagus 
dan unik 
13. Terselenggara pelatiahan teknis dasar vidiografi, peserta latih 
mampu memproduksi vidiografi yang baik 
14. Terselenggaranya pelatihan teknis kemasan, peserta latih memiliki 
dasar pengemasan dan terciptanya kemasan yang layak untuk 
oleh- oleh kelas menengah keatas  
15. Terselenggara pelatiahan teknis penyajian kuliner, peserta latih 
mampu menyajikan kuliner dengan kreasi tampilan yang menarik  
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16. Terselenggara pelatihan teknis manajemen seni pertunjukan 
pesertalatih mampu menyelenggarakan seni pertumjukan dengan 
manajemen yang baik  
17. Terselenggara pelatiahan teknis metode jurnalistik, peserta latih 
mampu menyelenggarakan jurnalistik yang baik  
18. Terselenggara teknis pembuatan film pendek, peserta mampu 
melakukan produksi film pendek 
19. Terselenggara pelatihan teknis rekaman industry music, perertalatih 
mampu menyelenggrakan produksi rekaman musik secara 
sederhana 
20. Terselenggara pelatihan guru senirupa, pantomime, dan seni tari 
21. Meningkatnya skill pemasaran pelaku ekonomi kreatif di dunia  
maya 
Misi 3. Menciptakan peluang pasar untuk pengembangan ekonomi 
kreatif,dengan indikator: 
1. Produksi pelaku ekonomi kreatif menggunakan bantuan peralatan 
produksi sehingga meningakat secara kapasitas dan kualitas 
2. Tersedianya outlet penjualan yang representative untuk 
mendatangkan konsumen (lokal dan display produk) 
3. Berjalanya aktifitas pelayanan di outlet, dengan subsidi biaya 
operasional  
4. Terjadi channeling pemasaran maupun produksi ekonomi kreatif 
dengan pihak bisnis/industry 
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5. Terfasilitasi sarana prasarana outlet pemasaran yang standart 
tourist mancanegara 
6. Produk ekonomi kreatif mendapatkan subsidi perolehan perijinan 
produk untuk meningkatkan daya saing secara legalitas 
perdaganagn 
7. Stakeholder (pelaku media cetak dan elektronik, pelaku usaha dan 
dunia bisnis / industry, insan fotografi dan perfilman) mendapatkan 
informasi wisata dan potensi ekonomi kreatif kota palopo 
8. Dikenalnya produk ekonomi kreatif unggulan keseluruh elemen 
yang terkait di tingkat lokal 
9. Dikenalnya produk ekonomi kreatif unggulan di tingkat nasional 
10. Dikenalnya seluruh potensi ekonomi kreatif dan industry skala 
nasional 
11. Produk unggulan ekonomi kreatif di kota palopo teriklankan di 
internet 
Misi 4. Meningkatkan daya saing kelembagaan berbasis ekonomi 
kreatif   
1. Organisasi / lembaga / komunitas ekonomi kreatif memiliki 
kemampuan menajemen organisasi yang baik 
2. Organisasi kepariwisataan memiliki pemahaman yang mendalam 
tentang cluster wisata  
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3. POKDARWIS (kelompok sadar wisata) memiliki wawasan dan spirit 
yang kuat dalam pengelolaan kampong wisata sebagai ujung 
tombak pemasaran ekonomi kreatif dilingkungan lokasi wisata 
4. POKDARWIS (kelompok sadar wisata) memeiliki kemampuan yang 
mendalam dalam pengayaan cabang objek wisata sebagai 
ekonomi kreatif 
5. Organisasi / lembaga/ komunitas ekonomi kreatif mendapatkan 
pengetahuaan baru dari keilmuaan mahasiswa dan dosen sebagai 
agen perubahan20 
Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Dinas  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2017-
2018 
 
 
No 
 
Tujuan 
 
Sasaran 
 
Indikatator 
Sasaran 
Target Kinerja sasaran Pada 
tahun 
201
4 
2015 201
6 
201
7 
201
8 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 
Mempertahankan  
pola relasi Pariwisata 
dan ekonomi Kreatif 
Cakupan potensi dan produk 
wisata serta sektor ekonomi 
kreatif yg dipromosikan 
Peningkatan 
jumlah 
wisatawan yg 
berkunjung 
3 6 9 12 15 
2 
Optimalisasi potensi 
destinasi wisata 
Bertambahnya destinasi wisata 
yang berfungsi untuk dikunjungi 
 
Destinasi 
Wisata yang 
dikerjasamakan 
2 3 4 5 6 
3 
Pengembangan 
Jenis dan Paket 
Wisata Unggulan 
Terciptanya berbagai inovasi 
jenis daya tarik wisata. 
 
Jumlah jenis 
wisata 
unggulan 
1 2 3 4 5 
4 
Peningkatan 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana wisata 
Tersedianya fasilitas pendukung 
kepariwisataan yang 
representative. 
Kualitas dan 
kuantitas 
prasarana 
wisata 
1 2 3 4 5 
5 
Pengembangan 
sumber daya 
manusia dan 
profesionalisme 
bidang pariwisata 
Terciptanya sumberdaya 
manusia pariwisata yang handal 
dan professional 
 
Kualitas dan 
kuantitas SDM 
kepariwisataan 
1 2 3 4 5 
6 
Analisa Pasar untuk 
Promosi Dan 
Pemasaran Obyek 
Wisata 
 
Meningkanya produk domestic 
regional bruto, pendapatan asli 
daerah, dan pendapatan 
Peningkatan 
perolehan PAD 
200 
Jt 
250 
Jt 
275 
Jt 
300 
Jt 
350 
Jt 
                                                 
20
 Rencana aksi jangka menengah 2017-2021, dinas pariwisata ekonomi kreatif kota palopo 
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masyarakat, dengan  tetap 
memelihara kelestarian 
lingkungan. 
 
7 
Mengintensifkan 
pemanfaatan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
dalam promosi 
Terwujudnya media pemasaran 
yang efektif dan efisien untuk 
meningkatkan citra pariwisata 
daerah sebagai destinasi wisata 
daerah 
 
Data dan 
laporan 
kepariwisataan 
yang akurat  
100 
Jt 
150 
Jt 
175 
Jt 
200 
Jt 
250 
Jt 
8 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam 
pengembangan 
kemitraan pariwisata 
Terwujudnya industri pariwisata 
yang mampu menggerakkan 
perekonomian daerah melalui 
peningkatan investasi di bidang 
pariwisata, kerjasama antar 
usaha pariwisata, memperluas 
lapangan kerja, dan 
melaksanakan upaya-upaya 
untuk mendukung pelestarian 
dan pemberdayaan masyarakat 
 
Jumlah dan 
Jenis usaha 
kepariwisataan  
yang dikelola 
masyarakat 
89 110 145 175 200 
9 
Koordinasi 
pembangunan obyek 
pariwisata dengan 
Lembaga/ Dunia 
Usaha 
Terwujudnya kelembagaan 
kepariwisataan dan tata kelola 
pariwisata yang mampu 
mensinergikan pembangunan 
destinasi pariwisata, pemasaran 
pariwisata dan industry 
pariwisata secara professional, 
efektif dan efisien. 
 
Jumlah dan 
Jenis usaha 
kepariwisataan  
yang dikelola 
Lembaga/ 
Dunia Usaha 
15 25 30 35 45 
10 
Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program 
pengembangan 
pariwisata 
 
Terwujudnya pariwisata sebagai 
sektor unggulan dan prioritas 
pembangunan Daerah 
 
Kesesuain 
antara program 
dan realisasi 
pengembangan 
pariwisata 
75 
% 
80 
% 
85 
% 
90 
% 
99 
% 
11 
Pelaksanaan 
koordinasi 
pembangunan 
kemitraan Pariwisata 
Meningkatnya kualitas paket 
wisata yang variatif, yang 
dikelola secara sinergis dan 
terintegrasi antara Pemerintah 
Daerah dan/atau oleh pelaku 
wisata 
 
Destinasi 
Wisata yang 
dikerjasamakan 
1 2 3 4 5 
12 
Pelaksanaan 
pelatihan 
kewirausahaan yang 
berorientasi bisnis 
dan berbasis 
teknologi 
1. Penguatan dan fasilitasi 
pengembangan inkubator 
teknplogi dan bisnis 
 
 
Produksi 
ekonomi kreatif 
   
16 
sekt
or 
16 
sekt
or 
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4.2.2. Partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan 
potensi ekonomi kreatif melalui penataan wilayah strategis dikota 
palopo 
Pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk memberdayakan pemuda 
dalam berwirausaha karena mayoritas pemuda yang menganggur berada 
di daerah. Harus ada program-program yang nyata dari pemerintah pusat 
dan bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga pemberdayaan 
pemuda menyentuh permasalahan utama di daerah yaitu mengurangi 
jumlah pengangguran pada pemuda. 
Kota Palopo sendiri belum ada kebijakan khusus mengenai 
pengembangan ekonomi kreatif khususnya di bidang kuliner. Saat ini 
pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan lebih senang 
berorientasi pada ranah perpolitikan dan kurang menghasilkan sesuatu 
apalagi mengenai ekonomi kreatif. 
Kepala Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kota palopo Andi 
Enceng,  mengatakan bahwa : 
“Untuk kebijakan pemberdayaan pemuda berwirausaha di bidang 
kuliner saat ini kita belum punya, karena ekonomi kreatif sendiri 
sifatnya masih baru.Ekonomi kreatif baru terbentuk pada bulan 
januari 2017 mungkin untuk tahun kedepan kita baru 
memprogramkannya secara khusus karena tidak bisa dipungkiri 
dan harus diakui ekonomi kreatif menjadi trend masa kini tidak 
hanya pemanfaatan sumber daya alam tetapi kita punya stock 
terakhir yaitu sumber daya manusia yaitu pemuda sebagai pelaku 
creatornya, apalagi Kota Palopo ini sebagai Kota jasa. Masalahnya 
juga belum ada asoisasi pemuda untuk kegiatan ekonomi kreatif ini 
khususnya di bidang kuliner, maka dari itu perlu kerja sama dan 
system informasi antara pemerintah dan stakeholder sebagai 
langkah awal untuk membuat asosiasi ekonomi kreatif di bidang 
kuliner sehingga kuliner tradisional kota palopo lebih dikenal lagi 
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dan bisa dikembangkan menjadi sebuah inovasi kreatif yang 
berdaya nilai jual tinggi dalam produknya seperti di Kota Bandung, 
Jogja yang sangat tinggi tingkat kreatifitasnya terhadap suatu 
sumber daya alam, kita bisa mencontoh kota tersebut dan 
mengembangkannya untuk menghasilkan inovasi baru dengan 
melihat potensi daerah sendiri”.21 
 
Pemberdayaan masyarakat atau pemuda bisa dilakukan 
oleh banyak elemen seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 
swadaya masyarakat, partai politik, atau oleh organisasi 
masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah sangat strategis 
karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar 
biasa ketimbang unsur-unsur lainnya, mencakup mempunyai dana, 
aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, 
kebijakan untuk pemberian layanan public. Ketika kemitraan 
mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, 
partisipasi masyarakat maka kemampuan dan mandiri dalam 
pembangunan akan dapat terwujud guna pengembangan wilayah 
di Kota Palpo. 
Asisten 1 kota palopo,  Burhan Nurdini, mengatakan bahwa: 
“Program pemberdayaan pemuda dalam ekonomi kreatif 
khususnya dibidang kuliner kami tidak punya dan belum pernah 
melakukan kegiatan di bidang tersebut secara mandiri sejauh ini 
memang belum terpikir untuk membuat program khusus di bidang 
kuliner, kita hanya melihat pasarnya saja.Disektor ekonomi kreatif 
kedepannya ingin melakukan pembinaan – pembinaan kelompok- 
kelompok anak muda kreatif, ada yang kita sekolahkan belajar 
sablon,membuat kripik, membuat candramata yang dianggarkan 
oleh APBN dan APBD, Di Mana kita mengharapakan mereka untuk 
menjadi motor penggerak ekonomi kreatif kota palopo, di luar 
                                                 
21
 Hasil wawancara kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tanggal 09 agustus 2017 
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sumber daya alam, karena palopo memiliki sumber daya alam yang 
sangat kecil.22 
 
salah satu penataan wilayah strategis ekonomi kreatif yang 
menonjol saat ini adalah, Wali Kota Palopo melalui dinas pariwisata akan 
mengunakan kawasan di sekitar Saokotae dan depan Rujab Wakil 
Walikota Palopo dan Mesjid Djami Tua akan memanfaatkan kawasan 
tersebut sebagai kawasan hiburan baru bagi masyarakat Kota Polopo 
selain. kawasan tersebut dibuka pada setiap malam minggu mulai pukul 
18.00 – 22.00 Wita. Kawasan tersebut dinamakan car free naigh. 
Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Andi Enceng  mengatakan 
bahwa: “Sekarang pemerintah kota palopo membuat salah satu tempat 
ekonomi kreatif di jalan ahmadyani kawasan disekitar sakotae dan depan 
rujab walikota palopo dan masjid djami tua digunakan untuk tempat 
ekonomi kreatif anak muda, ada yang jualan makanan, souvenir,dan ada 
live music”.23 
 
Selanjutnya pemerintah memiliki tanggung jawab memfasilitasi dan 
membimbing para pemuda sebagai haknya untuk mengembangkan 
dirinya agar siap menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa 
dan negara melalui upaya pemerintah seperti, penyadaran akan 
pentingnya berwirausaha sejak dini, pemberdayaan bagi kalangan 
pemuda yang memiliki potensi dan skill khususnya di bidang kuliner, dan 
pengembangan terhadap usaha baik yang ingin memulai maupun sudah 
berjalan sebelumnya dengan berbagai bantuan yang dilakukan 
pemerintah daerah tidak hanya modal namun sumber daya manusia yang 
                                                 
22
 Hasil wawancara dengan asisten satu walikota palopo pada tanggal 02 agustus 2017 
23
 Hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tanggal 09 agustus 
2017 
109 
 
membantunya memecahkan masalah dalam usahanya. Mari Elka (2014) 
juga mengemukakan bahwa pemerintah berperan sebagai regulator dan 
fasilitator, konsumen dan investor ekonomi kreatif. 
Tabel 13.Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kuliner di Kota 
Palopo 
No Intansi Terkait Kebijakan/Program 
Kepemudaan dan Ekonomi 
Kreatif 
Analisis 
1. DPRD Belum ada DPRD sebagai 
pembuat kebijakan 
mengakui belum 
ada kebijakan yang 
mengatur tentang 
ekonomi kreatif 
yang berbasis pada 
usaha kuliner, 
namun dengan 
melihat potensi 
sumber daya alam 
dan sumber daya 
manusia yang 
dimiliki Kota Palopo 
merupakan bahan 
masukan dan 
pertimbangan untuk 
membuat regulasi 
yang tepat sasaran 
karena saat ini 
telah berlakunya 
Masyarakat 
Economi Asean 
(MEA) sudah 
seharusnya 
pemuda-pemudi 
Kota Palopo juga 
ikut bersaing 
secara kreatif 
dalam pasar 
internasional. 
2. Bappeda (Badan 
Perencanaan 
Belum ada Ketua Bappeda 
mengakui belum 
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Pembangunan 
Daerah) 
memiliki kebijakan 
tentang kuliner 
ataupun ekonomi 
kreatif, seharusnya 
para organisasi 
kepemudaan dan 
asosiasi pengusaha 
yang ada di Kota 
Palopo lebih dekat 
dengan para 
pemuda dan 
melihat potensi apa 
yang bisa di gali 
dan dikembangkan 
yang berkaitan 
dengan ekonomi 
kreatif dengan 
potensi daerah 
yang dimiliki.  
3. Dinas 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Pajak restoran 2014 pajak restoran 
berkontribusi 
sebesar 2,4 M dan 
semakin meningkat 
ke tahun 2015 
sebesar 2,9 M. 
Data tersebut 
menunjukkan 
bahwa pajak 
restoran mampu 
berkontribusi 
terhadap PAD Kota 
Palopo, terlebih lagi 
jika semakin 
banyak pengusaha 
muda kuliner yang 
berpartisipasi 
dalam kegiatan 
berwirausaha akan 
berdampak pada 
pengembangan 
wilayahnya itu 
sendiri dan mampu 
mencapai target 
untuk tahun 2016 
yaitu 3,5 M. 
4. Dinas Pemuda Palopo Youth Fest Program khusus 
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dan Olahraga kuliner Dispora 
belum memiliki, 
namun di bidang 
kepemudaan, 
Dispora memiliki 
program yaitu 
Palopo Youth Fest 
yang menampilkan 
hasil karya 
pemuda, workshop 
pemuda di bidang 
desain grafis dan 
photografi, lomba 
kreatifitas pemuda 
seperti karya 
ilmiah, film pendek, 
modeling dan 
madding. 
5. Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
1. Program penciptaan 
iklim usaha kecil dan 
menengah yang 
kondusif kegiatannya 
sosialisasi kebijakan 
tentang usaha kecil 
menengah. 
2. Program perencanaan 
koordinasi dan 
pengembangan usaha 
kecil menengah 
kegiatan fasilitasi 
pengembangan usaha 
kecil menengah, 
fasilitasi bagi industry 
kecil dan menengah 
terhadap pemanfaatan 
sumber daya, fasilitasi 
sarana promosi hasil 
produksi.  
3. Program pelatihan 
kewirausahaan dan 
pembinaan teknologi 
industry 
Upaya yang telah 
dilakukan 
Diskoperindag 
dalam memfasilitasi 
UMKM seperti 
memberi akses 
modal KUR pada 
Bank BRI dengan 
bunga 9% 
pertahun. Bantuan 
peralatan usaha 
seperti oven kue, 
mesin 
penggilingan, 
lemari aluminium, 
bantuan sertifikat 
gratis kepada 
pelaku UMKM 
untuk akses 
permodalan ke 
Bank BUMN. 
Untuk 
pemberdayaan 
pemuda khususnya 
di bidang kuliner 
sudah diadakan 
pelatihan 
pengelolaan 
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cokelat, 
pengelolaan rumput 
laut bagi pemuda 
atau masyarakat 
dan pelaku UMKM 
dengan peserta 
kegiatan 25 orang.  
Hasil dari pelatihan 
pengolaan cokelat 
sekitar 20% yang 
meneruskannya 
sebagai usaha 
dengan produk 
minuman instan 
jahe oleh UKM 
KUB Madani Kota 
Palopo. 
6. Pemerintah dan 
Perusahaan 
Daerah Kota 
Palopo 
Program KHILAN 
(Kelompok Home Industry 
Unggulan) 
Program KHILAN 
salah satu bentuk 
nyata dari 
pemerintah dalam 
pemberdayaan 
berbasis kuliner 
dengan 
memanfaatkan 
sumber daya alam 
dan manusia Kota 
Palopo yang 
menghasilkan 
keripik lokal Zaro 
Snack. 
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2016. 
 
4.3. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program 
strategis peningkatan potensi ekonomi kreatif melalaui penataan 
wilayah strategis di kota palopo 
Ekonomi kreatif  merupakan kegiatan yang mampu meningkatkan 
kemampuan finansial kawasan konservasi sebagai modal kegiatan 
konservasi, meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat 
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sekitar kawasan wilayah strategis ekonomi kreatif kota palopo, serta 
meningkatkan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya upaya 
masyarakat dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. 
Tabael 14.Peran Serta Organisasi Kepemudaan Dalam Bidang 
Kepemudaan dan Kuliner 
No Organisasi Kepemudaan Hasil Analisis 
1. HIPMI Budidaya jamur tiram Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (HIPMI) 
Perguruan Tinggi di Kota 
Palopo membuka 
peluang usaha bisnis 
yang cukup menjanjikan. 
Usaha tersebut masih 
sangat langka 
dikembangkan di Kota 
Palopo yaitu budidaya 
jamur tiram. Saat ini 
budidaya jamur tiram 
yang dikembangkan 
HIPMI PT Kota Palopo 
ini berpusat di Kawasan 
Latuppa. 
2. KNPI Seminar 
kewirausahaan di 
kalangan kampus 
KNPI mengadakan 
seminar kewirausahaan 
di kalangan mahasiswa 
dan pelajar Kota Palopo 
dengan menanamkan 
dan pemahaman sejak 
dini tentang 
kewirausahaan 
mengajak kaum muda 
agar tidak selalu 
berpandangan bahwa 
berpenghasilan tetap 
hanya dengan bekerja 
pada negeri atau PNS. 
3. CREACLE Weekend project : 
fashion and food fest 
Creacle telah 
mengadakan kegiatan 
bernama weekend 
project dengan tujuan 
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mempromosikan industri 
kreatif kota palopo dalam 
hal brand fashion & 
kuliner dan 
meningkatkan quantity 
pelaku industri kreatif 
sehingga dapat menarik 
wisatawan daerah untuk 
menjajaki brand fashion 
dan kuliner di kota 
palopo 
4. Forum Positif Kampung kaos Forum positif telah 
membuat sablon baju 
yang bernama kampung 
kaos, saat ini di 
pasarkan lewat media 
social dan bekerja sama 
dengan mahasiswa Kota 
Palopo sebagai resseler 
sehingga membuka 
peluang usaha baru bagi 
mahasiswa. 
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2016. 
Dengan adanya kawasan ekonomi kreatif di kota Palopo, 
Perputaran uang akan meningkat dengan adanya kunjungan para 
wisatawan baik domestik maupun non domestik, hal ini tentu akan 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan penerimaan 
devisa negara, pendapatan daerah, serta dampak langsung yang 
dirasakan bagi masyarakat sekitar objek wisata seperti membuka 
lapangan pekerjaan,memberi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk 
menambah pendapatan sehari-hari  dengan cara berdagang atau menjual 
jajanan khas kota palopo, menawarkan produk kerajinan tangan lokal di 
kawasan objek wisata kawasan ekonomi kreatif. 
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Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif  Kota Palopo, Andi 
Enceng , mengatakan bahwa : 
“ekonomi kreatif ditengah-tengah masyarakat maka akan sangat 
menguntungkan bagi mereka, jadi kita mengajak masyarakat untuk 
menjadi pemuda yang kreatif , sehingga dengan adanya objek-
objek ekonomi kreatif  di kota palopo secara langsung akan 
mempengaruhi ekonomi, perputaran uang, perbankan, hotel, rumah 
makan atau restaurant, pasar, pedagang kaki lima atau pedagang 
yang berjualan di sekitaran objek wisata. Mereka bisa membentuk 
kelompok-kelompok kerajinan tangan lalu dijual dan menawarkan 
makanan khas kota palopo yang menambah pendapatan sehari-
hari mereka. Dengan adanya ekonomi kreatif,anak mudah yang 
dulunya tidak menghasilakan apa – apa, kerjanya hanya mangkal, 
sehingga dengan adanya tempat yang di sediaakan maka anak 
muda kota palopo dapat berkereasi dan mendapatkan penghasilan 
sendiri, partisipasi anak muda sangat aktif dan membantu‟‟. 24 
 
Wandi (Mahasiswa) yang merupakan pelaku ekonomi kreatif , 
mengatakan bahwa: 
“Sangat bermanfaat, dengan adanya program pemerintah tentang 
car free naigh saya dapat berjulan di tempat dan menjajahkan 
warung kopi ekonomi kreatif saya dan juga dapat penghasilan 
tambahan bagi saya, untuk membantu biaya perkuliahan saya‟‟.25 
 
Hal serupa diungkapkan Lipu sebagai pelaku ekonomi kreatif  : 
“Saya merupakan pegawai negeri sipil ( PNS ) sehari – hari saya 
berada di kantor,dengan adanaya program pemeritah car free 
naingh saya bisa berjualan disini meskiun saya masi baru disini,dan 
saya mendapatkan penghasilan tambahan”.26 
 
Ada beberapa alasan di luar faktor ekonomis yaitu yang 
bersifat non ekonomis dalam pengembangan ekonomi kreatif . 
                                                 
24
 Hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tanggal 09 agustus 
2017 
25
 Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif pada tanggal 19 agustus 2017 
26
 Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif pada tanggal 19 agustus 2017 
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Salah satu contoh adalah dalam rangka mempertahankan 
kelestarian kebudayaan masyarakat setempat,  serta menyamakan 
persepsi seluruh komponen masyarakat akan ke arah mana arah 
ekonoi dikembangkan.Kegiatan pengembangan strategi 
peningkatan potensi ekonomi kreatif melalaui penataan wilayah 
strategis   mampu memberikan efek ganda terhadap 
pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk pemberian peluang 
usaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar kawasan 
ekonomi kreatif .  
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa 
penyediaan pusat interpretasi dan pengunjung, mengurus 
pembagian penghasilan dengan sebagian dari biaya masuk lokasi 
wisata dialokasikan untuk masyarakat lokal, memelihara jalur 
setapak, dan membangun toko atau warung untuk menjual 
makanan,minuman, dan souvenir dan menjadi pemandu wisata 
lokal bagi wisatawan atau pengunjung di objek wisata Kota 
Palopo.Pariwisata sangat berarti bagi masyarakat lokal. Karena 
pariwisata memberikan suatu peluang yang mana bisa membuka 
lapangan kerja,menambah pendapatan masyarakat dari 
pembelanjaan wisatawan,mempromosikan budaya masyarakat 
lokal ke mancanegara, melestarikan lingkungan sekitar. Untuk itu 
dengan adanya pengembangan pada suatu objek wisata sebagai 
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daerah tujuan wisata maka akan mendatangkan beberapa 
keuntungan tersebut. 
Tabael 15.Bentuk Kreatifitas Pengusaha Muda Kuliner Kota Palopo 
No Bentuk Kreatifitas 
Pemuda 
Hasil Analisis 
1. Proses Kreasi 1. Kedai Achies Nourcy 
telah mengkreasikan 
buah durian menjadi 
pancake durian dan 
sop durian. 
2. Randol : Cendol di 
kreasikan dengan 
berbagai varian rasa 
seperti strawberry, 
tiramisu, isi oreo, isi 
toblerone, isi 
silverqueen. 
3. Icepot : Ice cream 
dengan konsep 
sebuah tanaman pot. 
Tanah digantikan 
dengan milo bubuk 
dan oreo bubuk 
ditambah hiasan 
nutrijel dalam bentuk 
cacing. 
4. Gerobak Kopi Brew : 
Kopi brew ini 
memunculkan suatu 
inovasi baru baik dari 
segi kopi maupun 
penjualannya dengan 
menggunakan gerobak 
yang mampu 
berpindah-pindah ke 
lokasi strategis 
 
 
Dalam penciptaan 
kreasi kuliner 
pemanfaatan potensi 
kuliner tradisional harus 
terus digali dan 
dikembangkan secara 
baik. Proses kreasi tidak 
selalu hanya pada 
makanan bisa juga 
dalam bentuk tampilan, 
seperti ice cream pot 
yang menjadikan pot 
sebagai wadah ice 
cream yang dibuat 
semirip mungkin 
dengan tanaman bunga 
pot pada umumnya dan 
munculnya gerobak kopi 
brew sebagai inovasi 
baru dalam meminum 
kopi tidak hanya di 
warung kopi dan 
restaurant cafe.  
2. Proses Produksi 1. Zaro Snack : Rumput 
laut mengalami 3x 
proses dengan 
perendaman dan 
penjemuran matahari. 
Proses penggabungan 
metode tradisional dan 
modern bukanlah hal 
baru, saat elemen 
tradisional bertemu 
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500 gram rumput laut 
telah ditimbang lalu 
diblender. Bawang 
putih dan penyedap 
rasa diblender 
kemudian dibuat 
adonan dengan 
campuran rumput laut 
yang telah diblender 
dan singkong yang 
sudah dikukus. 
Adonan di tipiskan 
menggunakan pipa 
kecil dan plastik 
kemudian dijemur 
selama 3 hari. Setelah 
kering, dilakukan  
penggorengan, 
pencampuran bumbu 
dan pengemasan 
menggunakan mesin 
packaging and 
processing 
manufactures. 
2. Teri Gurih : 
Perendaman ikan teri 
dengan es curah. 
Pembersihan ikan teri 
dari kerang-kerangan. 
Pencucian ikan teri 
basah. Pencampuran 
ikan teri basah dengan 
tepung. Pengayakan 
ikan teri basah dari 
tepung. Lalu 
penggorengan ikan teri 
dengan menggunakan 
minyak kelapa sunco 
kemudian ikan teri 
disaring melalui 
pendinginan dan 
pengendapan minyak 
ikan teri gurih. Ikan teri 
disimpan dalam 
coolbox insulated yang 
akan diisi dalam 
dengan modernitas, 
kuliner Indonesia tetap 
memiliki cita rasa 
tradisional tetapi praktis 
dalam produksinya. 
Seperti halnya zaro 
snack, yang diolah 
terlebih dahulu dengan 
metode tradisional oleh 
kelompok KHILAN 
kemudan perusda 
melakukan proses 
penggorengan dan 
pengemasan dengan 
mesin packaging and 
manufactures. 
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kemasan aluminium 
foil dengan timbangan 
100 gram. Proses 
akhir pengepresan dan 
pemberian label 
menggunakan mesin 
handsealer dan 
valemen kedap udara. 
3. Luscioustea Home 
Made :  Bubuk taro, 
redvelvet, greentea, 
cokelat dimasak 
dengan campuran 
susu evaporated dan 
gula pasir.  
Kemudian didinginka, 
sebelumnya botol-botol 
disterilkan dengan air 
hangat lalu 
dimasukkan kedalam 
botol dengan saringan 
agar ampas tidak ikut. 
3. Proses Penyajian 1. The icon cafe : 
Menerapkan konsep 
eropa klasik, 
memanfaatkan barang-
barang bekas dan 
dikemas secara baik 
sehingga tampilan cafe 
lebih menarik dan 
nyaman bagi 
konsumen. 
2. Rabbids cafe : 
Menyediakan menu 
breakfast dari jam 
07.00-11.00 pagi dan 
sesuai namax berasal 
dari kata rabbit yaitu 
kelinci dimana kelinci 
mempunyai sifat dan 
karakter yang cepat, 
cerewet dan gesit. 
Filosofi tersebut yang 
diterapkan dalam 
pelayanan di tempat 
ini, para pelanggan 
Unsur estetika 
merupakan aspek 
tampilan dari sebuah 
makanan dan minuman 
yang ditata dengan 
memperhatikan unsur 
keindahan sehingga 
menjadi produk kuliner 
memiliki nilah lebih dan 
mampu menggugah 
selera konsumen untuk 
menikmatinya, 
contohnya menyajikan 
masakan tradisional 
khas suatu daerah 
menjadi lebih kekinian. 
The Icon Cafe dan 
Rabbids masing-masing 
mengusung tema dalam 
sebuah konsep 
bangunan. Selain 
menyajikan makanan 
dan minuman dengan  
sentuhan kreatif, alat-
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akan puas dengan 
pelayanan cafe 
Rabbids yang cepat 
dan gesit. 
 
alat makanan yang unik 
dan menarik, 
memanfaakan barang-
barang bekas dengan 
mengubahnya menjadi 
suatu kreatifitas 
merupakan salah satu 
cara untuk menarik 
konsumen dan 
membuat tempat usaha 
menjadi lebih nyaman 
dengan fasilitas 
pendukung agar 
konsumen senang 
untuk berlama-lama.  
4. Proses Pemasaran Cspotice : Selain dari 
orang yang melihat 
lokasi strategis cspot 
juga 
mempromosikannya 
lewat social media 
seperti instagram, 
path, twitter, facebook 
dan kegiatan festival 
kuliner. 
1. Luscioustea : 
Mengandalkan 
teknologi social media 
dan festival kuliner, 
jaman sekarang 
sangat mudah hanya  
tinggal foto produk 
dengan 
mencantumkan 
sebuah konten atau 
deskripsi produk 
sebagai informasi lalu 
di share ke semua 
akun social media 
karenapasaran yang 
paling mujarab untuk 
rangkul kaum muda 
pasti lewat social 
media. Harga yang 
ditawarkan untuk 
ukuran 250 ml 
Lokasi yang strategis 
menjadi bagian penting 
dari strategi pemasaran. 
Pemilihan tempat yang 
strategis terutama di 
pinggir jalan yang 
banyak di lalui orang 
dapat menjadikan 
usaha semakin dilirik, 
dikenal dan diaskses 
para konsumen, seperti 
Cspotice berada pada 
jalan jendral sudirman 
merupakan lokasi 
strategis di Kota Palopo.  
Selain itu harga menjadi 
salah satu hal yang 
dipertimbangkan  
para konsumen, harga 
yang ditawarkan harus 
sesuai dengan rasa dan 
tampilan produk. 
Strategi pemasaran 
yang sedang gencar 
dilakukan oleh banyak 
orang, yaitu promosi 
dengan memanfaatkan 
sosial media merupakan 
salah satu media yang 
sangat bagus dan 
efektif untuk 
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Rp.15.000 dan ukuran 
350 ml Rp.20.000. 
 
2. Zaro Snack : Zaro 
Snack sudah 
dipasarkan luas di 400 
oulet indomaret di 
Sulsel dan toko-toko 
kecil di Kota Palopo. 
Teri Gurih : Melalui 
pendekatan koordinasi 
instansi terkait seperti 
DinasKoperindag agar 
setiap pameran dapat 
diikutsertakan, jika 
konsumen datang 
membeli selalu diberi 
kartu nama agar 
kerabat atau kenalan 
tinggal menghubungi 
kontak yang telah 
dicantumkan, 
harganya pun 
terjangkau untuk Teri 
Gurih Rp. 15.000 dan 
Crispy Teri Rp. 8.000. 
mempromosikan 
produk. 
 
Sumber : Hasil analisis data primer, 2016. 
 
4.4. Faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi 
kreatif melalui penatanan wilayah strategis di kota palopo 
Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu kegiatan 
yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan 
berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan 
terencana dengan baik. Dalam mengimplementasikan sebuah 
kebijakan, tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor  atau 
hambatan yang dihadapi dalam pengembangan potensi objek 
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pariwisata di Kota Palopo dalam pelaksanaan otonomi daerah 
sebagai berikut : 
4.4.1. Faktor Pendukung 
4.4.1.1. Letak yang cukup strategis 
Kota Palopo memiliki lokasi objek wisata dan ekenomi 
kreatif  yang strategis, dekat dari ibukota Kota Palopo yang 
menjadi pusat segala aktivitas dan keramaian menjadi salah 
satu modal utamanya dalam industri pariwisata, Kota Palopo 
juga dilalui oleh koridor lalu lintas antar daerah yang ada di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang melewati jalur darat dan 
diharapkan dapat menjadi tempat  
persinggahan untuk berwisata bagi orang-orang yang akan 
ke berbagai daerah.  
Kepala Dinas  Pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palopo, 
Andi Enceng , mengatakan bahwa :       
“Lokasi yang cukup strategis juga turut memberikan 
pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan pariwisata 
dan ekonomi kreatif di Kota Palopo. Kita memiliki obyek 
wisata alam yang sangat baik yang dapat disuguhkan bagi 
para pengunjung dan itu dapat meningkat kan ekonomi 
kreatif di kota palopo”.27 
 
Pak Lipu yang merupakan salah satu pelaku ekonomi 
kreatif mengatakan bahwa : 
„‟lokasi koridor jln Ahmad yani merupakan tempat yang 
strategis untuk melakukan kegiatan disini, karena di sini 
                                                 
27
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cukup rame  pemerintah menyediakan tempat, dan juga oleh 
polisi saat melakukan aktifitas”.28 
 
Pernyataan yang sama juga dilontarkan wandi pelaku 
ekonomi kreatif mengatakan bahwa : 
“lokasinya sangat strategis , aman juga pemerintah 
menyediaakan tempat untuk melakukan aktifitas, ucapnya 
dengan singkat‟‟.29 
 
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kota 
Palopo didukung dari segi lokasi yang sangat strategis yaitu 
berada di dekat Ibukota Kota Palopo yang menjadi pusat 
keramaian dan menghubungkan jalur-jalur antara daerah 
lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui jalur 
darat sehingga dapat dijadikan tempat persinggahan sejenak 
untuk berwisata dan melepas kepenatan dalam perjalanan 
bagi orang-orang yang melalui Kota Palopo. 
4.4.1.2. Perizinan Usaha 
Izin (verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah  untuk 
dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada 
prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan 
dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010). 
                                                 
28
 Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif 
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 Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif 
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Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi 
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 
Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, 
penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang 
biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi 
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat 
melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 
Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka izin usaha 
merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari 
pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh 
seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, 
pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk 
membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin 
usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap 
pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari 
instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. 
Berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas, dapat dilihat 
pada realitas yang terjadi di Kota Palopo. Pemerintah memberikan 
kemudahan kepada pelaku usaha Ekonomi Ekonomi kreatif dalam 
urusan perizinan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Andi Enceng, mengatakan 
bahwa : 
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„‟Dalam proses perizinan bagi para pelaku ekonomi kreatif   
pemerintah sendiri memberikan kemudahan dan secara gratis, 
dalam hal ini dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif  sendiri 
mengeluarkan surat rekomendasi usaha bagi pelaku ekonomi 
kreatif yang kemudian di tindak lanjuti oleh Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk dikeluarkannya surat 
izin usaha industri (SIUI).30 
 
Sejalan dengan pendapat diatas, Hasil wawancara dengan bapak 
Lipu selaku pelaku ekonomi kreatif, bahwa dalam pengalamannya 
mengurus surat izin usaha sangat mudah dan pembiayaannya gratis. 
„‟Perizinan usaha lancar, prosesnya kalau mau bikin surat izin usaha 
itu dimudahkan dan biayanya pun gratis tidak di bayar dan juga kami 
juga tidak dikenakan pajak (retribusi).” 31 
 
Hal yang sama dikatakan oleh bapak Wandi selaku pelaku ekonomi kreatif 
mengatakan: 
 „‟Buat surat perizinan usaha dimudahakan biayanya juga 
gratis,serta saya juga tidak dikenakan pajak dalam berusaha”.32 
 
Berikut Gambar Bagan Alur Penerbitan Alur Penerbitan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 
Surat Izin Usaha Industri (SIUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang 
telah dilakukakan dan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo. 
 
 
                                                 
30
 Hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tanggal 09 agustus 
2017  
31
 Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif pada tanggal 19 agustus 2017 
32
 Hasil wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif pada tanggal 19 agustus 2017 
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Gambar 3 . Alur Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin 
Usaha Industri (SIUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI) 
 
 
 
 
( 
 
 
         
 
 
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 
 
 
 
Berdasarkan upaya-upaya tersebut diatas yang telah dilakukan, 
dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam 
mendukung aspek perizinan usaha sangat jelas terlihat melalui 
kemudahan perizinan serta biaya yang tidak dibayar. Penumbuhan iklim 
usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ini menjadi salah satu indikator 
yang dapat memicu masyarakat untuk mau berwirausaha serta terkhusus 
untuk pelaku usaha lain agar mempertahankan dan mengembangkan 
usaha yang telah dijalankan. 
 Mengisi Formulir 
 Melengkapi 
Persyyratan 
Front Office 
 
Pemrosesan dan 
Kajian Teknis 
Pembuatan SKRD 
dan SSRD 
Pembuatan Izin 
 
Pemohon 
Pendaftaran Izin 
 
Syarat tidak 
Terpenuhi 
Back Office 
Berkas Dikembalikan 
 
Membayar Retribusi Loket 
BANK/KASDA 
Loket 
BANK/KASDA Surat Izin 
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4.4.1.3. Sumber Daya Manusia 
Pemanfaatan sumber daya alam melibatkan manusia, tantangan 
manusia sekarang ini adalah mampu menjadi manusia yang berkualitas 
sehingaa dapat memanfaatkan SDA secara optimal.Sumber daya 
manusia dapat berupa tenaga kerja yaitu masyarakat yang ikut aktif dalam 
kegiatan produksi. 
Sumber daya manusia merupakan individu-individu dalam 
organisasi atau kelompok yang dapat memberikan kontribusi atau 
sumbangan yang berharga berupa produktivitas dari posisi yang diduduki 
untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Produktivitas 
pada semua usaha atau kegiatan ditentukan oleh bagaimana sumber 
daya manusia berinteraksi dan bergabung untuk menggunakan sumber 
daya system manajemen dan teknologi.Hal yang sama dikatakan oleh 
Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Andi Enceng . Bahwa : 
“ Dalam meningatakan ekonomi kreatif kita membutuhkan sumber 
daya manausia yang memiliki skill,karena dari dialah dapat meningkatkan 
prekonomian kota palopo melalui ekonomi kreatif,karena saat ini pemuda 
dikota palopo ingin menunjukkan kreatifitasnya bagaikan jamur di musim 
hujan baru tumbuh,dan kita akan bina kedepanya menjadi wirausaha”.33 
 
Hal yang sama di katakana oleh walikot palopo Hj, Judas Amir 
mengatakan bahawa: 
“ Bukan hanya pemerintah saja yang terlibat dalam pembangunan 
ekonomi, tapi masyarakat juga ikut aktif dalam pembangunan, Biarpun 
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pemerintah mempunyai keinginan memebantu, tapi masyarakat tidak ikut 
serta‟‟.34 
  
Seperti halnya Suryana (2012), mengemukakan bahwa sumber 
daya manusia sangat penting dalam penggerak utama kreatifitas. Sumber 
daya manusia kreatif dan inovatif merupakan modal utama dalam ekonomi 
kreatif, karena jantungnya kreatif adalah kreativitas dan keinovasian. 
4.4.2. Faktor Penghambat  
4.4.2.1. Promosi dan pemasaran  
Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu produk 
pelayanan khusus mencakup beberapa hal spesifik yang 
harus dipahami dengan baik jika suatu usaha pariwisata 
ingin memaksimalkan potensinya untuk sukses. Jumlah 
wisatawan  
yang melakukan kunjungan wisata merupakan faktor 
pengukur dalam menilai berhasil atau tidaknya 
pembangunan pariwisata di suatu daerah utamanya model 
promosi dan pengembangan wisatanya. Promosi wisata dan 
ekonomi kreatif sendiri yang dilakukan Dinas Pariwisata dan 
ekonomi kreatif  Kota Palopo dalam memperkenalkan objek 
wisata yang berada dalam wilayah Kota Palopo dilakukan 
dengan berbagai cara. Kepala Dinas Kebudayaan Dan 
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Pariwisata Kota Palopo, Andi Enceng SE, M.Si mengatakan 
bahwa : 
„‟ Sekarang ini kita punya website, kita mengeluarkan brosur-
brosur, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, 
selain itu ada juga melalui media seperti tv, surat kabar, 
majalah, disitulah tempat kami mempromosikan potensi-
potensi wisata yang ada di kota palopo, tapi kita masi 
terbatas dalam pemasaran dan promosi,hanya masi bersifat 
lokal”.35 
  
Promosi wisata tidak hanya dengan menjual objek 
wisata yang ada, tetapi sasaran strategisnya adalah 
kepuasan pengunjung dan pelanggan setia, strategi harus 
terpadu dan berkualitas untuk mencapai target pasar.  
Bapak vince siandy selaku diluar ekonomi kreatif 
mengatakan : 
“ palopo merupakan subuah kota, pemerintah kita 
harus memiliki program – program kegiatan yang bisa 
mengundang orang dariluar masuk ke palopo, setidaknya 2 
minggu 3 minggu bisa melungkan waktunya di kota palopo 
lebih banyak, agar masyarakat yang datang dari luar dapat 
menceritakan pengalamanya di kota palopo, sehingga pun 
uang yang beredar lebih banyak‟‟.36 
     
Promosi tidak sekedar membuat brosur atau 
memasang iklan saja, perlu dipikirkan strategi yang matang 
agar wisatawan tertarik datang dan tidak bosan untuk 
mengunjunginya kembali. 
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 Hasil wawancara dengan  kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tanggal 09 agustus 
2017 
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 Hasil wawancara dengan diluar pelaku ekonomi kreatif pada tanggal 17 agustus 2017 
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4.4.2.2. Belum bekerja sama dengan pihak swasta 
Mengelola pariwisata merupakan wujud kerjasama 
antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan 
investor. Jika daerah sukses mengembangkan pengelolaan 
wisata yang kreatif, maka dapat membuka lapangan kerja 
baru bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya pemasukan 
daerah yang bertambah, namun juga tingkat pengangguran 
dapat diminimalisir. Apabila kondisi tersebut dapat diciptakan 
maka akan terbangun kondisi sadar bahwa masyarakat 
adalah subjek pembangunan bukan objek sesuai dengan 
tujuan otonomi itu sendiri. 
Tiga pilar dalam pembangunan saat ini adalah 
pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelibatan pihak swasta 
dalam pengembangan sektor potensial di daerah perlu 
mendapat dukungan. Hal ini dikarenakan keterbatasan baik 
sumber daya manusia maupun biaya yang dimiliki oleh 
pemerintah.  
    Pariwisata sebagai salah satu urusan pilihan daerah harus 
mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya. 
Asisten satu Drs Burhan Nurdin Kota Palopo 
mengatakan bahwa : 
“ Saat ini pemerintah ingin membangun berbagai 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, maka pengembanagn 
ekonomi kreatif harus membangun kemitraan,karena tidak 
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cukup hanya pemerintah daerah saja yang terlibat dalam 
pihak pengembang maupun swasta”.37 
 
Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi 
objek ekonomi kreatif  yang ada di Kota Palopo, sebagian 
besar masih dikelola sendiri oleh pemerintah  kota dan 
masyarakat dalam hal ini Dinas Pariwisata dan ekonomi 
kreatif. 
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BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menguraikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai strategi peningkatan potensi 
ekonomi kreatif melalui penataan wilayah strategis di kota palopo. Pada 
bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil 
penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan 
sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya. 
 
A. Kesimpulan 
1. Menyadari pentingnya ekonomi kreatif dalam pembangunan 
daerah dan telah terbentuknya dinas pariwisata dan ekonomi 
kreatif, maka pengembangan ekonomi kreatif harus menjadi 
kekuatan baru kota palopo. Pengembangan ekonomi kreatif 
dalam lima tahun ke depan akan difokuskan pada 
pemantapan pengembangan ekonomi kreatif dengan 
menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan susmber 
daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan 
teknologi yang terus meningkat. Hal ini mengacu pada 
tahapan dan prioritas RAJM (Rancana Aksi Jangka 
Menengah)  yang difokuskan untuk memntapakan 
pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan 
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menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian.Peran ekonomi kreatif dalam pembangunan 
kedepan adalah sebagai sektor penggerak dan pencipta 
daya saing sektor lainnya. Selain itu ekonomi kreatif juga 
merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah 
melalui pengembangan lima belas (15) kelompok industri 
kreatif yang menjadi fokus pengembangan ekonomikreatif 
yaitu : (1). Animasi, (2). Arsitektur, (3). Desain, (4). Fotografi, 
(5). Music, (6). Kerajinan, (7). Kuliner, (8). Mode, (9). 
Penelitian dan pengembangan, (10). Penerbitan, (11). 
Perfilman, (12). Periklanan, (13). Permainan interaktif. (14). 
Seni pertunjukan, (15). Seni rupa. 
2. Hadirnya pengusaha muda di bidang ekonomi kreatif 
merupakan salah satu bentuk kreatifitas pemuda di Kota 
Palopo dalam penciptaan proses kreasi, proses produksi, 
proses penyajian, dan proses pemasaran dengan 
mengandalkan ide, gagasan, kemampuan dan skill untuk 
menghasilkan suatu  yang kreatif dan inovasi guna 
kemandirian bagi individu dalam menghasilkan ekonomi di 
bidang usaha ekonomi kreatif. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan pemuda 
dalam usaha kuliner di Kota Palopo terdiri atas faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung 
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mencakup letak yang cukup strategis, sumber daya 
manusia, dan Perizinan Usaha. Faktor penghambat 
mencakup Bekerja sama dengan pihak swasta, promosi dan 
pemasaran. 
B. Saran 
1. Pemerintah perlu memposisikan dirinya sebagai regulator 
yang baik, penyedia fasilitas dan sekaligus kontrol 
manajemen dalam proses pemberdayaan pemuda dalam 
usaha ekonomi kreatif dengan bekerja sama  dengan pihak 
yang dapat meningkatakan ekonomi kreatif melalui sarana 
prasarana. Menampilkan bukti nyata dari kegiatan 
kepemudaan di bidang  berbasis ekonomi kreatif. 
2. Dalam pemberdayaan pemuda  melalui ekonomi kreatif 
disarankan kepada pemerintah untuk memberikan 
penyadaran akan pentingnya berwirausaha, memberikan 
pelatihan secara kreatif dan inovatif dengan melihat 
teknologi yang semakin canggih dan memanfaatkan potensi 
kearifan lokal. Memberi akses permodalan kepada pemuda 
maupun masyarakat, sehingga pekerja kreatif dapat 
berkembang dalam bidang ekonomi kreatif  yang 
berkontribusi langsung terhadap daerahnya sendiri melalui 
retribusi pajak usaha restoran, cafe maupun rumah makan. 
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3. Meminimalisir faktor penghambat dan meningkatnya faktor 
pendukung disarankan semua pihak, pemerintah, pebisnis, 
kalangan muda dan masyarakat untuk bersinergi dalam 
memberdayakan dan meningkatkan usaha ekonomi kreatif 
secara kreatif agar terciptanya pengusaha muda di Kota 
Palopo. 
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Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 20 TAHUN 2008 
 
TENTANG 
 
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :  
a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus 
diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan 
demokrasi ekonomi; 
b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik 
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara 
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan 
iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 
perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga 
mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan 
kerja, dan pengentasan kemiskinan; 
d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian 
yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu 
diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat 
memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, 
DAN MENENGAH. 
 
BAB I 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. 
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
berdomisili di Indonesia. 
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh 
pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan 
berusaha yang seluas-luasnya. 
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan 
daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan 
lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 
memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 
memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka 
memperkuat permodalannya. 
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab 
untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
sektor kegiatannya. 
 
BAB II 
 
ASAS DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:  
a. kekeluargaan;  
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b. demokrasi ekonomi;  
c. kebersamaan;  
d. efisiensi berkeadilan;  
e. berkelanjutan;  
f. berwawasan lingkungan;  
g. kemandirian;  
h. keseimbangan kemajuan; dan  
i. kesatuan ekonomi nasional. 
 
 
Pasal 3 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 
BAB III 
 
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN 
 
Bagian Kesatu 
Prinsip Pemberdayaan 
 
Pasal 4 
Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
 
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan; 
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 
pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 
secara terpadu. 
 
 
Bagian Kedua 
Tujuan Pemberdayaan 
 
 
Pasal 5 
Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
 
a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 
 
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 
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pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 
kemiskinan. 
 
BAB IV 
 
KRITERIA 
 
Pasal 6 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  
a. memiliki    kekayaan    bersih    paling    banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
 
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
 
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 
ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai 
nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan 
perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
BAB V 
 
PENUMBUHAN IKLIM USAHA 
 
Pasal 7 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha 
dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang meliputi aspek: 
 
a. pendanaan;  
b. sarana dan prasarana;  
c. informasi usaha;  
d. kemitraan; 
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e. perizinan usaha;  
f. kesempatan berusaha;  
g. promosi dagang; dan  
h. dukungan kelembagaan. 
 
Pasal 8 
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
ditujukan untuk: 
 
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
 
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya 
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
 
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara 
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
 
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik 
yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah 
dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. 
 
Pasal 9 
Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf b ditujukan untuk: 
 
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 
mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan 
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan 
Kecil. 
 
Pasal 10 
Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf c ditujukan untuk: 
 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan 
informasi bisnis; 
b. mengadakan  dan  menyebarluaskan  informasi  mengenai 
c. pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan 
teknologi, dan mutu; dan 
d. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi 
usaha. 
 
Pasal 11 
Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
ditujukan untuk: 
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a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;  
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Usaha Besar;  
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah;  
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
dan Usaha Besar; 
 
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah;  
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan  
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh 
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
Pasal 12 
(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf e ditujukan untuk: 
 
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan 
 
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan 
memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 13 
(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf f ditujukan untuk: 
 
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 
lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar 
bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 
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f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh 
Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; 
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan 
pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 14 
(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf g, ditujukan untuk: 
 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di dalam dan di luar negeri; 
 
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 
 
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan 
pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di 
dalam dan di luar negeri; dan 
 
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas 
produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. 
 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 15 
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan 
keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai 
lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
BAB VI 
 
PENGEMBANGAN USAHA 
 
Pasal 16 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 
usaha dalam bidang:  
a. produksi dan pengolahan;  
b. pemasaran;  
c. sumber daya manusia; dan  
d. desain dan teknologi. 
 
149 
 
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, 
intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
 
Pasal 17 
Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: 
 
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 
manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan 
pengolahan; dan 
d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi 
Usaha Menengah. 
 
 
Pasal 18 
Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:  
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;  
b. menyebarluaskan informasi pasar; 
 
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 
 
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji 
coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan 
promosi Usaha Mikro dan Kecil;  
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan 
distribusi; dan  
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang 
pemasaran. 
 
Pasal 19 
Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: 
 
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;  
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
 
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan 
untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan 
kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 
 
Pasal 20 
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Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: 
 
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 
pengendalian mutu; 
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 
c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang 
penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; 
d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan 
e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh 
sertifikat hak atas kekayaan intelektual. 
 
 
BAB VII 
 
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN 
 
Bagian Kesatu 
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil 
 
Pasal 21 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi 
Usaha Mikro dan Kecil. 
 
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari 
penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha 
Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, 
hibah, dan pembiayaan lainnya. 
 
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan 
yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk 
pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 
 
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat 
memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan 
mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. 
 
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif 
sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia 
usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 
 
Pasal 22 
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: 
a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
b. pengembangan lembaga modal ventura; 
c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang 
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d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 
koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional 
dan syariah; dan 
e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
Pasal 23 
(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah: 
 
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan 
lembaga keuangan bukan bank; 
 
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan 
lembaga penjamin kredit; dan 
 
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. 
 
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif 
meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau 
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 
 
a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; 
 
b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit 
atau pinjaman; dan 
 
c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta 
manajerial usaha. 
 
 
Bagian Kedua  
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah 
 
 
Pasal 24 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha 
Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:  
a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja 
dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses 
terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan 
 
b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi 
lembaga penjamin ekspor. 
 
BAB VIII 
 
KEMITRAAN 
 
Pasal 25 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, 
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yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan. 
 
(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan 
antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar 
mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan 
teknologi. 
 
(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada 
Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk 
berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi 
tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan. 
 
 
 
 
 
Pasal 26 
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:  
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba;  
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; dan  
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama 
operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran 
(outsourching). 
 
 
Pasal 27 
Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan 
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi 
plasmanya dalam:  
a. penyediaan dan penyiapan lahan; 
b. penyediaan sarana produksi; 
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; 
 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. pembiayaan; 
f. pemasaran; 
g. penjaminan; 
h. pemberian informasi; dan 
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i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi 
dan produktivitas dan wawasan usaha. 
 
Pasal 28 
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana 
dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, 
Usaha Besar memberikan dukungan berupa: 
 
a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau 
komponennya; 
 
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara 
berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; 
 
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; 
 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
 
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak 
merugikan salah satu pihak; dan 
 
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. 
 
Pasal 29 
(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan 
kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
yang memiliki kemampuan. 
 
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan 
penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri 
sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan 
dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. 
 
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk 
pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, 
dan pengembangan kepada penerima waralaba secara 
berkesinambungan. 
 
 
Pasal 30 
(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 
penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh 
Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. 
 
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha 
Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu 
barang dan jasa yang diperlukan. 
 
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan 
salah satu pihak. 
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Pasal 31 
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau 
Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang 
dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. 
Pasal 32 
Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha 
dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Pasal 33 
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan 
kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
Pasal 34 
(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang 
sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban 
masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan. 
 
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. 
 
(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi 
kemitraan usaha nasional dan daerah. 
 
Pasal 35 
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, 
Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26. 
 
(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro 
dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. 
 
Pasal 36 
(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan 
terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 
 
(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh 
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan 
usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 37 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB IX 
 
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 
Pasal 38 
(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan 
pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk 
penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan 
pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB X 
 
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA 
 
Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif 
 
Pasal 39 
(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) oleh instansi yang berwenang. 
 
(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah) oleh instansi yang berwenang. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Ketentuan Pidana 
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Pasal 40 
Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat 
usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa 
untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah). 
 
 
BAB XI 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 41 
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini 
ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
Pasal 42 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 43 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah 
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 44 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd 
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